NOMOR 47/PID.SUS/2019/PT.KDI

PUTUSAN

PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus
kara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
erkara-
F;:utusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa |

1. Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / tanggal lahir
Jenis kelamin

Kebangsaan

o o b LN

Tempat tinggal

o

Agama
8. Pekerjaan
/”\7 , Tordakwa ll |

B

22, ]

' ¥ 1. Nama lengkap

2. Tempat lahir

3. Umur / tanggal lahir
4. Jenis kelamin

9. Kebangsaan

6

- Tempat tinggal

7. Agama
8. Pekerjaan

Sulkhani,S.Pd

Kuntili

43 Tahun/24 Oktober 1975
Laki-Laki

Indonesia -

JI.Sanggula No 20 B/RT/RW 003/003
Kel. Anawai, kec.Wua-Wua Kota Kendari

Islam

Swasta

Riki Fajar\ﬁ.'lp...M.Si
Tudaone

32 Tahun/9 Desember 1986
Laki-Laki

Indonesia

BTN Baruga Griya Perdana No 45

Komp.Teporombua Kel. Watubangga
Kota Kendari

Islam
Swasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya La Samiru,SH Rahman

Pulani,SH dan Baron Harahap,SH,MH, Advokat

SAMIRU,SH & PATNERS berdasarkan surat kuasa khusus Nom
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri |
2019 dibawah nomor 196/Pid.Sus/2019 tertanggal

pada Kantor Advokat

or yang
Kendari pada tanggal 23 April
23 April 2019;

»
N
]
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PongadllnnTlnggl torsebut; A

Telah- membaca 'Penetapan Ketua atau Wakil Ketua'Pengadllan T}ts)g,y
tanggal 8 Mei nomor 47/PEN.PID.SUS/2019/PT.SULTRA serta * ‘berkas perkara

Pengadilan Negeri tanggal 30" April 2019 nomor. 176/Pid:Sus/2019/PN Kdi . dan
surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negen Kendari

tertanggal 18 Apnl 2019 nomor. reg perkara PDM- 01IRP9IEuh P 2!04/2019 yang
berbunyi sebagai, benkut ’

Bahwa ia Terdakwa 1 SULKHANI, S:Pd bersama-sama dengan Terdakwa 2. RIKI
FAJAR S.IP., M.SI pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 16.00
Wita, bertempat di JI. H.E. A Mokodomp\t Lr. Tonkale Kelyrahan Lalolara,
Kecamatan Kambu, Kota Kendarl atau setldak-udaknya dltempat Ialn yang masih
termasuk dalam daerah'. hukum Pengadilan Negeri:- Kendari,. baik sebagai yang
melakukan, menyuruh'melakukan atau turut serta melakukan-“Setlap pelaksana
dan atau Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang
|

‘ ( ymengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN).”,

yang dilakukan dengan
. ... /) cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

« Berawal Ketika Terdakwa 1 SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa‘z. RIKI FAJAR
S.IP., M.SI sejak Bulan Januari 2019 berkomunikasi dengan saks LA MILI,
S.E selaku Aparatur Sipil Negara'yang mengemban jabatan sebagai Camat
Kambu, terkait Tim Pemenangan di Kelurahan Lalolara, dimana saksi LA MILI
SE membantu untuk membentuk Tim Pemenangan.salah satunya adalah
saksi MARGONO yang bertanggung jawab untuk TPS 11 beralamat di Lorong
Torikale, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Selanjutnya
pada tanggal 2 Maret 2019 disepakati akan dilaksanakan pertemuan dengan
warga di Lorong Torikale bertempat di Rumah-saksi MARGONO, yang dihadiri
oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sera Saksi:LA MILI, SE selaku.Camat
Kambu. Dalam pertemuan tersebut saksi MARGONO diminta untuk

menghadirkan beberapa orang warga yang dianggap dituakan-serta beberapa

orang Ketua RT. Selanjutnya saksi MARGONO bertemu dengan saksi |A

TAENA selaku Ketua RT dan meminta saksi LA TAENA untuk menghadirkan

10 orang warga untuk datang kerumah saksi MARGONO karena akan adla

pertemuan silahturahmi bersama Calon Anggota Leglslatlf dari Partai PKS

yakni Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2. RIKI FAJAR S.IP. , M.SI

sehingga saksi LA TAENA memanggil saksi HASAN dan juga saksi LA DASIA
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1)

memintanya untuk datang ke rumah :Pak MARGONO menghadiri pertemuan
bersama dengan Para Terdakwa:selaku Caleg dari Partai PKS. Dijtengah
perjalanan menuju' kerumah Pak,MARGONO, :saksi LA TAENA mengajak
saksi LA ODE FARLIN untuk menghadiri pertemuan silahturahmi bersama
Para Terdakwa selaku Caleg dari Partai PKS dirumah pak MARGONO yang .
dihadiri pula oleh Pak LA MILI, SE selaku Camat Kambu. ‘ A
 Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi MARGONO tentang jadwal.
pertemuan silahturahmi dengan masyarakat di.Lorong Torikale, tepatnya di
* rumah saksi pak MARGONO yang dihadiri puia oleh Camat Kambu, maka
Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.S| menghubungi Terdakwa 1. SUKHANI,.
S.Pd untuk ikut bersama sama ke rumah-. pak MARGONO guna berternu
’,-/T"?’I;\,,:\ dengan masyarakat Selanjutnya Terdakwa 2 ‘RIKI. FAJAR S. IP,, M. SI
- G berangkat lebih dahulu dirumah saksi’ MARGONO setlbanya dlsana dalam
rumah sudah dihadiri oleh saksi LA MILI, SE selaku Camat Kambu, pak
MARGONO dan beberapa orang warga, tidak lama kemudian Terdakwa 1.
SULKHANI, S.Pd juga tiba di rumah pak MARGONO, kemudian dipersilahkan
masuk oleh pak MARGONO selaku pemilik rumah, setelah itu, saksi
MARGONO memperkenalkan saksi LA MILI, SE selaku camat Kambu'kepada
Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian duduk bersama diruang tamu bersama

warga. Tidak berselang lama, saksi LA TAENA juga tiba dirumah pak
MARGONO bersama dengan saksi HASAN, kemudian dipersilahkan masuk
oleh pak LA MILI, SE yang selanjuntya memperkenalkan saksi LA TAENA
kepada Para Terdakwa dengan mengatakan “ini adami pak RT, ini orang tua
kita pak RT sudah lama saya berteman dengan beliau” lalu saksi LA TAENA
bersalaman dengan Para Terdakwa kemudian disuruh untuk duduk bersama
diruang tamu. Kemudian, dalam pertemuan tersebut saksi MARGONO
membuat daftar nama-nama simpatisan Caleg PKS sebanyak dua lembar
kemudian diperlihatkan dalam pertemuan tersebut dan disimpan diatas meja.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Juga terdapat bahan kampanye- berupa
stiker dari Terdakwa 1 SULKHANI, S.Pd yang bertuliskan ajakan “Ayo lebih
baik”, logo partai serta identitas dari Terdakwa 1 dan stiker dari Terdakwa 2
RIKI FAJAR S.IP,, M.SI yang bertuliskan “mohon dukungannya”, logo partai
:;l'_t:’ ";‘;ﬂtlisla:jfd:akr\::t 2K :::njutnya dalam pertemuan tersebut pak 1A
menceritakan kondnsn loron T , membUka pertemua" o, ehgen
g onkale dan kondlSl kampus dukutl oleh Para

|
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Terdakwa yang juga membahas persoalan kampus dan pengalaman. ma'singjg
masing dikampus.,

o’
'

Bahwa disaat yang bersamaan, saksi- LA ODE FARLIN, yang sebelumn:/‘
sudah mendengar darl pak LA TAENA akan adanya sosialisasi dari Pafa
Terdakwa selaku caleg dari PKS dirumah pak MARGONO, yang dihadiri pula
oleh Pak Camat Kambu yakni LA MILI, SE, mengajak beberapa warga
diantaranya saksi AWALUDDIN dan LA ACA untuk datang kerumah pak
MARGONO memastikan Hal tersebut, karena sepengetahuan saksi LA ODE
FARLIN, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk terlibat dalam kampanye
dan mendukung ‘caleg manapun. Ketika tiba, saudara LA ODE FARLIN
 berinisiatif untuk merekam kejadian tersebut melalui HP sebagai bukti bahwa
memang telah terjadi pertemuan bersama pak Camat dirumah pak
MARGONO, lalu saksi_ LA ODE FARLIN ber:sama dengan saksi AWALUDDIN,
75\‘7‘@}/\ dan"L'A ACA memasuki rumah. pak *"MARGONO dan “menemukan ada

p
74

.’//" } s\‘ \o
- 's": .
3 Ve IR
“. Ll':‘vJ\,) ,"

"y

@,  pertemuan yang dihadiri oleh ‘warga, pak "RT, Pak Camat’ Kambu, Para

Terdakwa serta menemukan adanya daftar nama-nama simpatisan diatas

meja, dan menemukan bahan kampanye berupa stiker dari kedua Terdakwa,

- sehingga saksi LA ODE FARLIN mempertanyakan hal tersebut langsung
‘ l:"_:n:ﬁ/’ kepada saksi LA MILI, SE selaku Camat Kambu terkait kehadirannya dalam
pertemuan dengan Para Terdakwa selaku Caleg dari parta PKS, namun saat

itu saksi LA MILI, SE menyangkali keterlibatannya dan langsung keluar dari

rumah pak MARGONO menghindari saksi LA ODE FARLIN dengan teman-

temannya, oleh karena itu saksi LA ODE FARLIN bersama dengan teman-

temanya langsung mengamankan barang bukti berupa stiker kedua Terdakwa
berjumlah 9 lembar stiker Terdakwa 2 dan 37 lembar stiker Terdakwa 1,2

lembar nama simpatisan dan rekaman HP untuk dilaporkan di Bawaslu Kota
Kendari guna diproses lebih lanjut. Setelah saksi LA ODE FARLIN pergi
meninggalkan rumah Pak MARGONO, kemudian Para Terdakwa kembali
masuk kedalam rumah dan membagi-bagikan kepada warga yang datang sisa
stiker yang masih dipegang oleh supir dari Terdakwé 1. SULKHANI, S.rd
kemudian pergi'meninggalkan kediaman pak MARGONO. Bahwa komunikasi
yang terjalin antara Terdakwa 1 SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2. RIK|
FAJAR S.IP., M.S| dengan saksi LA MILI, SE terjalin sejak bulan januari 2019
',\T,::_Iilué gp:i:?n\:\;:z;t:i:: (::/f::rat::pun melau.i SMS, dimana pak saksi |.A
g Ll iiacehlins rja-qama tlf.’ﬂ pendukung kedua Qalon

amatan Kambu, juga aktif menginformasikan

terkai , -
erkait alamat dari TPS yang ada dlwnlayah kerjanya selaku Camat Kambu

H b & ' S
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pertemuan tim Kelurahan l.nloiara dongan Para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa lersebut sebagaimana diatur dan diancam pydara

dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Kendari tertanggal 29 ~ April 2019 nomor.reg.perkara :  PDM-
01/RPO/Euh.P.2/04/2019, Terdakwa telah dituniut sebagai berikut:

!

Menyatakan Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2 RIKI FAJAR
S.IP., M.SI, S.IP., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana secara bersama-sama “Setiap pelaksana dan
atau Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu
dilarang meng:kut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)”,
sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal-493-J6 -Pasal-2t0
Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 KUHP.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd dan
Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI dengan penjara masing-masing
selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.5. 000.000,-
(lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Kurungan. '
Menetapkan barang bukti berupa:
_ 9 lembar stiker an. RIKI FAJAR S.IP., M.Si, S.IP., MSi.

37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekun
berdurasi 2 menit 50 detik

- 1 rangkap FC daftar calon tetap anggota DPRD Prov. Sultra No.
717/PL.01.4- PU/T4IProv/IX/2018. it - )

- 1rangkap FC BA Np: 89/PL.01.4- BA!7471/KPU Kota/IX/2018

- 1 lembar foto copy petlkan keputusan walikota Kendari Nomor: 375
Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah disahkan.

- 1 lembar foto copy daftar lampiran Il Keputusan Walikota Kendari No:

_ 376 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang didalamnya terdapat

af tan lama Lurah Lalolara menjadi Pj. Camal

l
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1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantkan' Do 4;".'
824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangant O-‘.;:‘D‘ai-l
Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNET:—I_
SE, M.Si . .

1 lembar Foto Copy surat pernyataan Menduduki Jabatan Nemar
824.3/1141/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an.
Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI,
SE, M.Si ' |

1 lembar Foto Copy surat pemyaté:én: Melaksanakan tugas Nomor:
824.3/1142/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an.
Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNARNI,
SE, M.Si.

- 1 rangkap daftar nama-nama Tim Kampanye dan pelaksana kampanye
pemilihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2619 yang mana dalam
daftar nama bada,.kolnm.P.aﬂa'l Keadilan _Sejahtera nomor urut 1
SULKHANI, S.Pd dan nomor urut 2 atas nama RIKI FAJAR S.IP., M.5l
di tandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari an. JUMWAL SHALEH

12 ‘ 1 dan distempel.

Ty 4 - 1 rangkap foto copy nama pelaksana kampanye DPD PKS Pemilu
Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 dari Partai Keadilan
Sejahtera, yang mana dalam daftar nama tersebut Nomor urut 1
SULKHANI, S.Pd dan nomor Urut 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI yang
diajukan dan ditandatangani oleh RIKI FAJAR S.P., M.SI selaku
sekretaris umum dan distempel serta disahkan oleh Sekretaris Ki’'U
Kota Kendari dan ditandatangani oleh WASIL, S.P., ME.

¢ Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

_ 1 unit HP merek OPPO berwarna putih dengan SIM card nomor
081341596876 milik LA MILI, SE.
Dikembalikan kepada saudara LA MiLI, SE.

4. Membebani Para Terdakwa - untuk membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca,' putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019
nomor, 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi_yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

3ADILI:
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tidak terbukli secara sah dan muyuklnkun bersalah melakukan tindak p\dmm i
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

“Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

“Memulihkan Hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkal

serta manabélnya;'

. Menyatakan barang bukli berupa

a. 9 lembar stikerian. RIKI FAJAR S.IP., M.SI.
b. 37 lembar stiker an..SULKHANI, S.Pd.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

c. 1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekan
berdurasi 2 menit 50 detik

1 rangkap FC daftar calon tetap anggota DPRD Prov. Sultra No.
717/PL.01.4-PUIT4/Prov/IX/2018.

e. 1 rangkap FC BA Np:89/PL.01.4- BA/7471/KPU Kota/IX/2018

1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari Nomor: 375
i Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah disahkan.

A5 ( :) g. 1 lembar foto copy daftar lampiran Il Keputusan Walikota Kenduvi

No: 375 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang didalamnya
{erdapat nama LAMILI, SE degan jabatan lama Lurah Lalolai&
menjadi Pj. Camat Kambu Kota Kendari.

h. 1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor:

824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oloh
an. Walikota Sekretaris Daerah Kota

Kendari Dr. ALAMSYAH
LOTUNANI, SE, M.Si

1 lembar Foto Copy surat pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:
824.3/1141/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oluh
an. Walikota Sekretaris Daerah Kota

Kendari Dr. ALAMSYAF
LOTUNANI, SE, M.Si

1 lembar Foto Copy surat pernyataan Me|aksanakan tugas Nomun:
824, 3/1142/2017 tanggal 02 maret 2017 yang dllandatanganl oluh
an. Walikota' Sekretaris Daerah Kota

Kendari Dr. ALAMSYALI
LOTUNANI, SE, M.Si.

.1 rangkap daftar nama-nama,_“T\im Kampanye dan pelaksana
kampanye .pemilihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019
yang mana dalam daftar nama pada kolom Partai Keadilun
Sejahtera nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor urut 2 atas
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hama RIKI FAJAR S IP., M.SI di tandatangani oleh Ketua KR Kota. ¢
Kendari an. JUMWAL SHALEH dan distempel. &;ﬂ

I. 1 rangkap foto copy nama pelaksana kampanye DPD PKS Pemilu
Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 dari Partai Keadilan
Sejahtera, yang mana dalam daftar nama tersebut Nomor urut 1
SULKHANI, S.Pd dan nomor Urut 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI yang
diajukan dan ditandatangani oleh RIKI FAJAR S.IP., M.SI selaku
sekretaris umum dan distempel serta disahkan oleh Sekretaris KPU
Kota Kendaridan ditandatangani oleh WASIL, S.P., ME.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

m. 1 unit HP merek OPPO berwarna putih dengan SIM card nomor
081341596876 milik LA MILI, SE.
Dikembalikan kepada saudara LA MILI, SE

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca:

i} - g, 1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Nege:ri
\ /‘, Kendari bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum
S g telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
w Negeri Kendari  tanggal 30 April 2019 nomor
S —"

176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi ;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh
Pengadi'lan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 93 Mei 2019
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat
Hukum Terdakwa ;

3. Memori banding tanggal 02 Mei 2019 , yang diajukan oleh Penuntut
Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari
tanggal 03 Mei 2019 , serta telah diserahkan salinan resminya kepada
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2019 ;

4. Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 Mei
2019 ;/ang diajljkan oleh LA SAMIRU, SH dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari , tanggal 06 Mei 2019 seita
telah diserahkan salinan resminya kepada MUHAMAD JUFRI TABAH,
SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 06 Mei 2019

5. Relaas Pemberitahuaﬁ untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat
oleh Peﬁgadi!an Negeri Kendari MANSUR, SE., SH, MH. Panitera

~
1 P i
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Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Mei 2019 ditu]uk‘un.aupmé
Penasihat Hukum Para Terdakwa  dan Panuntul Umumyurifuu'
mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum

pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi. - o

Menimbang, "bahwa’ permmtaan banding oleh Penuntul Umum telah
diajukan dalam tenggang waklu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang undang, ‘oleh karena itu permohonan banding tersebut

secara formal dapat dlterlma

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal
02-Mei 2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan dalam mengajukan Banding
terhadap putusan bebas Para Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

N ;Tidak-.:-._mveng”rap_ka'rj ..atau _‘m_eneralpkan _peraturan hukum tidak
sebagaimana mestinya. .-~ - - ) S i

Breig s g wwraye v gen

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
Pengadilan Negeri Kendari, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan
Terhadap Para Terdakwa dengan Membebaskan Para Terdakwa dari
Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat
(2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut
tidak bersesuaian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan
demikian, menurut hemat kami apa yang telah diputuskan oleh Judex
Factie tersebut sangatlah tidak berdasar dan salah menerapkan Peraturan
Hukum dalam menjatuhkan putusan sebagaimana mestinya. Dimana
dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim lebih condong mengambil
pertimbangan dari Apa yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dengan
mengenyampingkan bukti-bukti yang telah disajikan oleh Penuntut Umum.
Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Terdakwa memiliki
hak untuk ingkar, dalam artian Para Terdakwa berhak untuk menyangkali
semua perbuatan yang-di tuduhkan kepadanya. Sehingga bagaimana '
mungkin Majelis Hakim Tingkat pertama lebih . condong kepada
keterangan-keterangan yang diberikan dari Para Terdakwa semata,
sementara Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap
dirinya sendiri (Vide Pasal 189 Ayat (3) KUHAP). Dalam per5|dangan juga

telah tergambar upaya nyata untuk' "mengkebln kemampuan Penunlul
Umum untuk menyajikan pembuktlan secara patut dan berlmbang dlmana
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dalam persidangan telah tergambar bahwasanya pﬂra saksi yang talah
diperiksa dalam berkas perkara lenndikusl kuat senga)a tidak mau i
menghadiri persidangan dengan sengaja tidak menghadiri  panggilan
sidang yang telah dilayangkan secara resmi kepada, mereka, justru Para ‘
saksi tersebut secara bersam-sama -“Menghilang” fakta tersebut:telah
kami sampaikan dihadapan persidangan kepada Majelis Hakim dengan
turut menghadirkan bukti tambahan berupa ‘Relas . Panggilan Resmi
sebanyak 2 kali- dan juga menghadirkan Tim Sentra 1Gakkumdu yang
membantu untuk melayangkan panggilan:dan melacak keberadaan para
saksi, namun hal itu ditampik oleh Maijelis Hakim Tingkat Pertama, dimana
sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan upaya yang kami
ajukan untuk membacakan keterangan para saksi yang sengaja mangKir

dan pergi keluar daerah secara bersama-sama dan terindikasi berada

, dlsatu tempat yang, sama yaknl di daerah BONE sebagalmana pelacakan
yang dllakukan oleh Penyldlk Sentra Gakkumdu Kota Kendarl melalui © *

GPS Handphone, dengan didasarkan Pada Ketentuan Pasal 162 Ayat (1)
dan (2) KUHAP, dimana alasan yang kami ajukan ialah karena alasan
yang sah tidak hadir dipersidangan atau setidak-tidaknya tidak dapat
dipanggil karena jauh tempat Kediamannya (dalam perakara ini para saksi
memang termdukasu berada jauh dari tempat tinggal asalnya sehingga
dapat dlkategonkan kediaman saksi berada jauh, diaman yang dimaksud
dengan kediaman disini ialah tempat para saksi berdiam terakhir, dan
berdasarkan keterangan fakta yang kam| utarakan diatas, para saksi
terindikasi ada di Bone, Sulawesi Selatan) dan keterangan para saksi
dalam BAP juga telah diambil dibawah sumpah, sehingga sudah
sepatutnya Majelis Hakim mengabulkah permohonan Penuntut Umum
mengingat akan urgennya keterangan para saksi tersebut dan mengingat
kuatnya upaya untuk melemahkan pembuktian Penu.ntut Umum ditengah

waktu penyelesaian perkara Pemilu yang sangat cepat.

Bahwa dengan begltu banyaknya kejanggalan yang tersaji,
dlantaranya ketidakkonsistenan keteranga para sak51 saksi dan Para
Terdakwa dari tingkat pemeriksaan klarifikasi dan penyidikan, ditambah
hilangnya para saksi secara misterius ditambah dengan bukti-bukti
percakapan para saksi bersama LA MILI, SE selaku Camat Kambu
dengan Para Terdakwa pasca penggerebekan dan, pemeriksaan yang
dilakukan di Bawaslu Kota Kendari, masih belum dapat menggerakan
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Majelis Hakim Tingkm I’onunm untuk mau mungabulkan perméhondn/ /'
Penuntut Umum untuk membacaknn kelerang'm saksi- saksu dlmukd
pemldangan |ustru Ma]ells Haklm Tlngkat Pertama meno|ak secara
berulang kah permohonan tersebut yakm Pada tanggal 25 April 2010
tanggal 26 Apnl 2019 dan terakhlr tanggal 29 Apnl 2019, dnmana dalam
Putusanya, MajellS Hak|m Tlngkat Pertama meno|ak permohonan
Penuntut Umum tersebut dengan dldasarkan pada Pasal 152 KUHAP
(Halaman 33 paragraf ke dua Putusan NO 176/P|d Sus/2019/PN Kdi),
dimana Pasal 152 KUHAP tersebut justru mengatur tentang Pehmpahan
Berkas Perkara dan terkalt Pentepan Hari Sldang Bagalmana bisa Judex
Factie menolak permohonan Penuntut Umum untuk membacakan
keterangan para saksi da|am Berkas perkara yang telah dlpanggn secara

sah, dilengkapi dengan relas panggilan yang sah, dldukung dengan

" - ‘kéterangan: Tim. Sentra . Gakkumdu Sultra dlmana keberadaan terakhlr

para saksi berada jauh ‘dari temat tmggalnya 1ustru dlkesamplngkan
dengan dasar hukum tentang PELIMPAHAN PERKARA? Justru Majelis
Hakim Tingkat Pertama lebih mempertimbangkan keberatah Penasehat
Hukum Terdakwa dari pada fakta terkait adanya “Kejanggalan Hukum”
diatas dan upaya untuk menyajikan Pembuktian secara berimbang guna

mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan

Bahwa dengan tidak dikabulkannya, permohonan penuntut umum
tersebut sehingga pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya lebih
condong kearah Terdvakwa. Pada hal dalam pembuktian tanggal 26 April
2019, atas pertanyaan Penasehat Hukum terkait fakta ‘p'en'y./eba'ran bahan
Kampanye yang dianggap tidak ada dasarnya dari keterangan saksi-saksi,
maka Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi HASAN dan
NURNIA dimuka persidangan terkait: fakta merﬁang benar adanya
pembagi-bagian Stiker yang dilakukan oleh‘ Para Terdakwa diacara
tersebut, dan ketika Penuntut Umum membacakan keterangan tersebul,
baik Penasehat Hukum, Terdakwa atau Majelis Hakim, mengajukan
keberatan atau’ menolak bembacaan tersebut. namun  dalam
pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tertuang dalam putusannya,
lagi-lagi fakta tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan,
sehingga sudah seharusnya keterangan saksi HASAN dan NUR NIA
tersebut patut dipertimbangkan sebagai.fakta hukum dan bernilai sebagai
keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Ayat (2)

2 ~
[ £y
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KUHAP, dimana bordasarkan kelerangan kadua saksl Iumuhut[mrdhpnt"/
parsesualan dengan kelerangan gaksi lainya dan alat bukti lainnya ying
membuktikan memang benar terdapat penyebaran bahan kampanye yang
dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana  yang didakwakan
kepadanya, schingga sudah semestinya Majelis Hakim Tingkat portama
mempertimbangkannya sebagalman dlamanahkan dalam Pasal 185 Ayat
(8) KUHAP, bukan menolaknya dan lebih mendengarkan keberatan dari

Penasehat Hukum Para Terdakwa,

Kegagalan Majelis  Hakim . Tingkat - pertama untuk  menyajikan
pembuktian  yang ' herimbang juga  torgambar - dari tidak
dipertimbangkannya Bukii Surat yang diajukan olsh Penuntut Umum
dalam parsidangan, Dimana untuk membaorikan pembuktian yang sah dan
berimbang, walalupun Keterangan saksi-saksi dalam borkas sebagaimana
telah diuraikan  diatas, ditolak oloh Majelis Hakim, Ponuntut Umum
maengajukan Alat Bukti sah berupa Sural daliam honluk BAP I?}u’u Saksl
ditingkat Penyidikan dan Bukti Surat berupn BAP Klarifikasi pada tingkat
Pemaeriksaan di Bawasly Koo Kendarl, namun lagi-lagl Majolis Hakim
Tingkat Pertama manampik bukll tersebut secara gamblang bahkan tidak
dipertimbangkan kedalam putusan sama sokall, Pada hal, alat bukli surat
yang kaml Jadikan  sebagal bukll pondukung  berupn Berita Acaru
Pomerksann Gakel-Soksl yang tormuat dalom Borkas Perkara, Borita
Acara Klarlfikagl, totap bormilnl sebagnl Alnt Buktl Surat yang sah Karona
dibust berdaenrkan kekuatan sumpab Jabatan, sobagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 167 huruf o, b KUKHAP yang telah dibuat ooy
sumpah  Jabatan sty dikuatkan dengon  sumpah Jabotan doan teloh
diperlihotkan  dalom  persidangan  sertn telah  termunt  dalam  borkoy
perkara, Dengan demikian sural-surat tersebut marupaken alot bukil yang
sah, yaltu alnl buktl surat sebagalmana ditentukan dalam Pasal 184 ayal
(1) huruf ¢ KUHAR, somantarn antuk nlat buktl urat berupa print out bukl
parcakapan malalul WhatsApp antara Para Terdakwa dengan Lo Mill, 61
dan huktl Print out OMG antara LA MII.'I, dangon Para Tordakwa dan)
heberapa orang saksl, telap dapat dipartimbangkan sebagal alat bukh
surat sesunl dengan ketontuan Pasal 107 huraf d KUHAP karenn adu
hubungannya dengan Isl darl alat pembuktian yang laln,

Bahwa disamping tu, dalam piutlmlmhuun dicalam putusan Majoll,
Hakim Tingkat Banding, telah terdapat partantangan yang nyata, dimani

I ' |
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dalam halaman 39 pamgmf kedun menyimpulkan bnhwa oleh ka?ena
samua unsur dari Pasal 493 Jo Pasal 28() Ayat (2) Jo Pnsal 5.) Ayat (1)
Ke-1 KUHP tidak torpenuhl ...... " sementara dalam halaman 31 paragraf

ke tiga Mejalis Hakim ngkat Pertama menyebutkan "Menlmbang dengan
dimikian unsur Pelaksana Kampanye terpenuhi secara-hukum”. _Disinilah
terdapat pertentanga fakta yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama,' bagaimana bisa Majelis' Hakim -pada akhirnya menyimpulkan
Semua unsur dalam’pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, sementara
dalam pembuktlan unsur- Pasal, Majelis Hakim Tingkat Pertama justru
menyatakan unsur Setiap Pelaksa dan atau Tim Kampanye telah terpenuhi
secara hukum Apa yang telah dilakukan oleh judex factie tersebut sangat
bertentangan dengan Surat Edaran Mahkama Agung No: 03 tahun 1974
poin 3 yang menyaratakan: 9 “‘Dengan .tidak/kurang, memberikan
pedimbangén/alasan, bahkan apabi‘la alasan-alasan itu ku'rAang‘ jelas, sukal
S "dapat dimengerti ‘ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian
\I_."_‘Q\ dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalani 'acéra',"("vormverzuim")
Ve i) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang
| bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”

Bahwa Majelish Hakim  Tingkat  Pertama juga tidak
mempertimbangkan barang bukti berupa Handphone dari saksi LA MILI,
SE yang telah disita secara sah, dimana dalam HP tersebutl terdapal
rekaman percakapan Para Terdakwa baik melalui Whatsapp maupun
SMS terkait kejadian sebelum pertemuan, penyusunan tim peménang
diantaranya saksi MARGONO, penentuan jadwal :p'ertem'uan' dengan

. warga, permintaan LA MILI, SE kepada istri Terdakwa 1 untuk meminta
alat peraga, percakapan setelah kejaidan yang menggambarkan
bagaiaman Para Terdakwa berupaya untuk mengaburkan fakta dengan
mengatur pertemuan-pertemuan untuk menyusun keterahgan yang
seragam terkait keterlibatan saksi LA MILI, SE dalam pertemuan tersebul,
juga tidak dipertimbangkan dan ditampikan oleh Majelis Hakim Tingkal
Pertama. " ' ' o o

Walaupun dalam fakta hukum dan analasia yuridis ,'yang; telah

dikemukakan diatas, telah terdapat persesuaian .yang bisa merujuk
kepada adanya pemenuhan unsur Pasal yang didakwakan, sudali
seharusnya Maijelis' Hakim Tingkat Pertama lebih menggali fakta hukun

dengan menemukan fakta-fakta yang senyaja diéembunyikan,sena sﬁdah
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seharusnya lebih menggali fakta-fakta dari ‘seluruh alat bmw yzmgj,f/
disajikan dihadapan persidangan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadllan/
Negeri Kendari justru menjatuhkan Putusan Bebas kepada Terdakwa’
dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan
menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ‘dakwaan
penuntut umum. Bahwa sebagaimana digariskan dalam Pasal 183
KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh  menjatuhkan pidana kepada
seorang kecuali apabila dengan sekurang- -kurangnya dua alat bukti yang
sah, memperoleh keyakinan ‘bahwa suattl tindak pidana benar-benai
terjadi dan bahwa Terdakwalah' yang bersalah melakukannya’. Lebih
lanjut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menegaskan alat bukti yang sah
jalah Keterangan saksi, ‘keteran‘gan ahli,surat, petunjuk, keterangan
Terdakwa. Bahwa apa yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
- Tuntutannya telah didasarkan dengan Fakta Hukum dalam Persndangan
— vakni dari Keterangan saksi-saksi; Ahli; Surat, Petunjuk Barang Bukti dan .
‘ \ " bahkan Keterangan Terdakwa sendiri, namun dalam penjatuhan amarnya
Majelis Hakim tingakt pertama menampikan bukti-bukti yang disakikan
sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahkan mengambil
pertimbangan sendiri yang justru hanya didasarkan pada Keterangan
Terdakwa dan keterangan yang lebih menguntungkan Terdakwa Dengan
demikian patutlah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tenggara dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri
tersebut.

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
. Undang-Undang.

Bahwa dalam persidangan hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dan hari Jumat,
tanggal 26 April 2019, yang terbuka untuk umum, Penuntut Umun
berdasarkan Alasan yang sah (dilengkapi dengan bukti relas panggilan dan
hasil pelacakan lokasi GPS para saksi) menurut Ketentuan Pasal 162
KUHAP, telah meminta Ketua Majelis untuk membacakan BAP Para saksi
yang ada dalam bef‘kas perkara, mengingat Kekhususan Undang-Undany
Pemilu yang mempunyai batasan waktu dalam peréidangan (7 hari) sehingga
Penuntut Umum memiliki keterbatasan dalam upaya menghadirkan saksi
karena terindikasi para saksi tersebut tidak beritikad baik untuk memenuhi
panggilan yang telah dilayangkan oleh Penuntut Umum secara Resmi (sesuai
Relas Panggilan yang telah diperlihatkan dalam persidangan), Namun Ketua

N
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Majelis Hakim menolaknya dengan alasan lerdupat penolakan dari Penasohal
Hukum dan tidak cukup memenuhi ketenluan Pasal 162 KUHAP, namun
justru Majelis Hakim menolaknya dan mendasarkan penolakan tersebut
dengan Pasal 152 KUHAP yang sama sekali tidak memiliki keterkaltan

dengan pembuktian sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 33

Bahwa dari apa yang terurai dalam analisa fakta maupun analisa yuridis kami
dalam tuntutan, jelas menunjukan telah terjadi perbuatan Kampanye setldak-
tidaknya dengan menggunakan metode Pertemuan tatap muka ya\tu
pertemuan yang dilaksankan oleh peserta pemilu secara mteraktlf dan dapat
dilaksanakan dalanﬁ ruangan atau gedung tertutup. atau gedung terbuka aray
diruangan. Dimana berdasarkan ‘keterangar)‘;A,HLI DR. HAMIRUDDINK uUbU,
S.Pd. MHum dapat dilakukan 'dengan cara Blusukan, atau berkunjung
ketempat tmggal warga, hal ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh
Para Terdakwa walaupun tanpa dllengkapl dengan pembentahuan ke
Kepolisian dan KPU keg|atan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai
\ Kampanye hanya melanggar prosedur kampanye belaka. Selain itu dalam
kegiatan tersebut juga telah ternyata adanya kegiatan penyampaian visi mis
dan atau Citra Diri karena dalam kegiatan tersebut juga ditemukan adanya
daftar nama-nama pemilih tetap dan tim pemenang sebagaimana dalam bukti
rekaman video penggerebekan dan bukti pembicaraan lewat pesan
WhatsApp antara LA MILI dengan Kedua Terdakwa serta adanya Stiker yang
menunjukan logo partai dan nomor urut serta ajakan untuk memilih kedua
Terdakwa sebagaiman barang bukti stiker yang telah ditunjukan dalam
persidangan. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga telah memenuhi
kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye karena dalam
kegiatan tersebut ditemukan stiker dari kedua Terdakwa oleh saksi LA ACA
dan LA ODE FARLIN. serta berdasarkan keterangan saksi HASAN dan
.NURLINA sebagaimana telah dibacakan dan termuat dalam bukti surat
.berupa BAP Saksi tersebut, menunjuka"ﬁ:“ ierdapat kegiatan penyebaran
bahan kampanye berupa pembaglan stiker yang dilakukan oleh Paru
Terdakwa setelah pak LA MlLl menlngga|kan rumah pak MARGONO dan
setelah saksi LA ACA serta rekan-rekannya meninggalkan tempat tersebul

sehingga unsure dalam kegiatan kampanye Pemilu, telah terpenubhi.

Bahwa dari uraian perbuatan Para Terdakwa dalam tuntutan kami
menunjukan adanya perbuatan Para Terdakwa yang menglkutsertakan
seorang ASN yakni saudara LA MIL], SE selaku Camat Kambu dalan)
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kegiatan kampanye, dimana socara sndur dan sopenuhnya mengal;ﬂnh
bahwa sejak bulan ]anuml 2019 Pmd Tor(lakwa telah lurllbal por(,ukapun/ "’
dengan saudara LA MILI dan telah mengetahul sacara pastn bahwa saudara
LA MILI, SE sebagai Camat Kambu, namun Para Terdakwa bukannya
menghentikan ‘hubungan yang terjalin atau melarang atau’ menghindari
hubungan dengan saudara LA -MILI, justru ' membiarkannya dan ‘tetap
melibatkan saudara LA MILI dalam kegiatan pertemuan tatap muka yang
digelar dikediaman pak MARGONO secara aktif disertai dengan penyebharan
bahan kampanye. Dimana La Mili, *SE merupakan seorang ASN" yang
terangkat jadi 'PNS/ASN ‘pada “bulan Maret 1999 -dengan NIP
'197112311999031045 dan menjabat sebagai Camat Kambu mulai tanggal 27
Februari 2017 - berdasarkan surat pernyataan pelantikan - Nomor.
824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an.
Walikota Sekretans Daerah Kola Kendari Dr.. ALAMSYAH LOTUNANI o[:,
M.Si. dengan demlk|an Unsur “dllarang mengtkutsertakan "ASN" telah.

terpenuhi.

Bahwa dari apa yang tergambar dalam fakta fakta diatas, sudah jelas

: menunjukan adanya hubungan penyertaan yang dilakukan oleh kedua

‘Terdakwa, dimana Kedua Terdakwa secara bersama-sama melakukan

komunikasi aktif dengan LA MILI, SE selaku Camat Kambu sejak bulan
Januari 2019, dimana'peran dari Terdakwa 2. RIKI FAJAR S.IP., M.S! ialah
berkoordinasi dengan' MARGONO terkait jadwal pertemuan dengan warga
dirumah pak MARGONO kemudian Terdakwa 2. Mengajak Terdakwa 1
SULKHANI untuk ikut hadir bersama dalam pertemuan tersebut yang j.uga
dihadiri oleh LA MILI, SE selaku Camat Kambu, dan peran Terdakwa 1. Yailu
membawa bahan kampanye berupa Stiker milik Terdakwa 1 dan Terdakwa ¥
yang sebelumnya sudah diserahkan kepada Terdakwa 1 kerumah saudara
MARGONO untuk selanjutnya dibagikan kepada Warga walaupun ada
beberapa yang berhasil diamankan oleh saksi LA ACA dan rekan-rekannya

Sehingga unsure Melakukan atau Turut Serta melakukan telah terpenuhi.

Bahwa walaupun dalam Tuntulan Kaml Majehs Hakim menolak untu|
dibacakan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir sebagalmana termual
dalam Berkas Perkara, namun bukan berarti. menyebabkan Penuntut Umum
tidak dapat membukukan perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan unsune:
pasal yang dluralkan diatas. Dlmana|Penuntut Umum tetap mengha(llrlmn
saksi diluar berkas yaitu LA /\CA dan KATINEM dan terhadap keterangan

. .
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saksi tersebut tetap dnml bermlal sebagai kelerangan saksi dan me@punyal y /, '
kekuatan pembuktian sama dengan saksi yang disumpah “karena~” &
keterangannya sesuai dengan kelerangan saksi yang disumpah (telah
memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160
ayat (1) huruf ¢, (2) dan (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185
ayat (1 dan 6) KUHAP, dengan demikian keterangan para saksi tersebut
merupakan alat bukti yang sah sebagaimana'ditentukan dalam pasal 184 ayat
(1) huruf a KUHAP). Serta keterangan saksi HASAN dan NURNIA yang
dibacakan dihadapan eprsidangan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 162
Ayat (2) KUHAP dan merupakan bukti yang sah sebagaiman Pasal 184 Ayat
(1) huruf a KUHAP, namun Judex FActie -justru mengenyampikannya dan

tidak mempertimbangkannya dalam putusan.

Begitu pula alat bukti surat yang kami jadikan sebagai bukti pendukung

berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi yang termuat dalam Berkas

Perkara Benta Acara Klanf kaSI tetap bermlal sebagan Alat Bukti Surat yang

sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah Jabatan sebagalmand'
dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 huruf a, b KUHAP yang telah dibuai

atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan telah

diperlihatkan dalam persidangan serta telah termuat dalam berkas perkara.

Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu
alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c
KUHAP, sementara untuk alat bukti Surat berupa print out bukti percakapan
meialui WhatsApp antara Para Terdakwa dengan La Mili, SE dan bukti Print
out SMS antara LA MILI, dengan Para Terdakwa-dan beberapa orang saksi,
tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan
ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP karena ada hubungannya dengan isi
dari alat pembuktian yang lain.,, Namun lagi-lagi Majelis Hakim justru samu
sekali tutup mata terhadap alat bukti surat yang telah kami sajikan dalam
persidangan dan tidak dipertimbangkan dalam Putusannya.

Apa vyang telah dilakukan oleh judex factie tersebut sangal
bertentangan dengan Surat Edaran Mahkama Agung No: 03 tahun 1974 poin
3 yang menyaratakan: “Dengan tidak/kurang memberikan
pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar
dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian
dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang
dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalain
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pemeriksaan di tingkat kasasi” o L

Bahwa cara mengadlll yang dilakukan oleh Majelis }’-lakim\:“éi"d('jg
menurut hemat kami tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
yakni dalam hal mengadm tentang pembukuan (fakta) dengan konstruksi yang
salah menerapkan hukum pembuktian dengan mendasarkan pada ketentuan
Pasal yang tidak berhubungan, pertimbangan yang saling bertentangan dan
tidak sempurna mempertimbangkan putusannya sehingga hakim kasasi
berwenang mengadili (vide Put. MARI No:1532/Pid/1986 tanggal 12 Februari
1987: YI: 1990:1260). Dengan demikian kami berharap kepada:Majelis Hakim
tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memperbaiki

kekeliruan tersebut dan menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan
Tuntutan Penuntut Umum. | - ‘

.'Bahwa . sebagai - analogl hukum sederhana dengan melakukan
pendekatan secara Loglka Hukum maka tldaklah mungkKin seorang Pelaksana
T Kampanye hadir ditengah pemukian warga dengan dihadiri oleh orang-orang
. . " yang dianggap dituakan kalau bukan untuk ‘melakukan kampanye dengan
\ : menyampaikan visi misi, program, atau setidak-tidaknya Citra Diri dari
\I , Pelaksana Kampanye tersebut, ditambah lagi dengan fakta terdapat bahan

kampanye berupa stiker, sehingga suda sepatutnya Majelis Hakim dapat

menarik benang merah dari fakta-fakta yang tersaji dimuka persidangan.
Selain itu, dalam ketentuan Pasal tidaklah mesti penyebaran tersebut
dilakukan oleh Pelaksana dan atau Tim Kampanye, sepanjang Calon Anggota
Legistlatif berada ditempat yang sama dengan tempat pembagian stikei
berlangsung sudah dapat masuk kedalam ranah Citra Diri. Sudah sepatutnya
Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan kekhususan Undang
Undang Pemilu dan luasnya cakupan unsur sehingga mampu ditafsirkan
secara ganda sesuai dengan kepentingan, dan banyak memiliki cela yang
dapat dijadikan "way escape’ untuk menghindari pemidanaan, sehingga
diperlukan kecermatan hakim dalm menggali fakta-fakta lebih dalam lagi

dengan mempertimbangkan-alasan-alasan diluar Yuridis karena Negara Kita
menganut sistem pembuktian negatief wettelijk.

Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengadil
perkara a quo juda mempertimbangkan kondisi atau keadaan'yang menyerta
perkara ini y‘,aitu fenpmena hilangnya para saksi yang telah diperiksa dalani
berkas perkara secara bersamaan sebagai upaya untuk mengaburkan fakti

(
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dan menghambat jalannya persidangan. Sebagaimana yang - Kitd. kefahln )
bersama perkara pemilu memiliki siklus sidang yang sangat: cepa(‘ yakm‘/'
dalam tempo 7 hari setelah berkas perkara dillmpahkan dan diterima’ oleh
Pengadilan. Cela ini dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab untuk untuk mematahkan dakwaan Penuntut Umum. Hal

ini menunjukan memang terdapat upaya untuk mengkebiri-keac_iil'an?dalam

perkara ini, dimana ‘para saksi terindikasi tidak beritikad? baik"gnluk
menghadiri panggilan resmi untuk bersaksi yang sudah dilayangkan secara
sah kepadanya, namun demikian kami sepenuhnya yakin dengan Majelis
Hakim yang mulia yang mampu melihat "keanehan hukum” yang diciptakan
untuk melumpuhkan kekuatan hukum'dalam penanganan perkara a quo, dan
kami selaku penuntut umum bu‘vkan berupaya untuk memaksakan
kehendak dalam perkara ini :tetapi mencoba .untuk _me.m’bu!(a“ tabir
kebenaran yang sengaja dihélaﬁg halangi oleh .“ok'r‘iu.m tidak

“bertanggung jawab dengan sebisa mungkln menggali fakta- fakta hukum oo

/-; j.‘

\
.' e
el

. . dari bukti-bukti yang telah” Kami sajlkan dalam ’ perSIdangan untuk -
‘é’\(\\}ﬁ% | ~mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Olehnya itu sepenuhnya
:m\‘,_,/ { kami serahkan mata keadilan ini kepada Majelis Hakim yang mulia untuk

G 1% “menemukan dan menegakkan kebenaran diatas segalanya

I3 fa yry Oyt

s

B Qleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana :

1.Menyatakan Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2 RIKI FAJAR
S.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersaliah melakukan tindak
pidana secara bersama-sama “Setiap pelaksana dan atau Tim
Kampanye Pemilu dalam kegiatan kémpanye Pemilu dilarang mengikut
sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)”, sebagaimana tercantum dalam
Dakwaan kami Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. |
2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SULKHANI S.Pd dan
Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP dengan penjara masmg masmg selama 3
(TIGA) BULAN dan denda masing- masing sebesar Rp.5.000. OOO (Iuna
juta rupiah) Subsider 2 (Dua) bulan Kurungan. :
3 Menetapkan barang bukti berupa: |
9 lembar stiker an. RIKI FAJAR S.IP., M.SI.
37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd. -
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Dirampas untuk Dimusnahkan.

1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman ponggerebekar’
berdurasi 2 menit 50 detik '

1 rangkap FC daftar calon tetap anégota DPRD Prov. Sultra No
717/PL.01.4-PU/74/Prov/IX/2018. |

1 rangkap FC BA Np: 89/PL.01.4-BA/7471/KPU-Kota/X/2018.

1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari Nomor: 375
Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah'disahkan.

1 lembar foto copy daftar lampiran Il Keputusan Walikota Kendari
No: 375 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang dldalamnya'
terdapat nama LAMILI, SE degan jabatan lama Lurah Lalolara

menjadi Pj. Camat Kambu Kota Kendari.

1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantlkan Nomor

. 824 3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang. dltandatangam olel .
an. Wallkota Sekretaris Daerah Kofa Kendari Dr ALAMSYAI-I
LOTUNANI, SE, M.Si

1 lembar Foto Copy surat pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:

824.3/1141/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh
an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAFH
LOTUNANI, SE, M.Si

1 lembar Foto Copy surat pernyataan Melaksanakan tugas Nomor:
824.3/1142/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani olel
an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH
LOTUNANI, SE, M.Si.

1 rangkap daftar nama-nama Tim Kampanye dan pelaksana
kampanye pemilihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019
yang mana dalam daftar nama pada kolom Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor urut 2 atas

nama RIKI FAJAR S.IP., M.SI , S.IP. M.Si di tandatangani oleh

Ketua KPU Kota Kendari an. JUMWAL SHALEH dan dlstempel

1 rangkap foto copy nama pelaksana kampanye DPD PKS Pemllu

Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 dari Partai Keadilan

Sejahtera. 'yang mana dalam daftar nama tersebut Nomor urut 1

SULKHANI, S.Pd dan nomor Urut 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI yany

diajukan dan ditandatangani oleh RIKI FAJAR S.IP., M.SI selaku

sekretaris umum dan distempel serta disahkan oleh Sekretaris KPL)

[
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Kola Kendarl dan ditandatangani oleh'WASIL, S.P., ME.

Dlnyntnkan (otap torlamplr dalam borkas porkara
| F | N

1 unit HP merek OPPO berwarna puhh dengan SIM card nomor
081341596876 milik LA MILl SE.

leomballkan kepada saudara LA MILl 'SE
R TTIR: ).

4. Membebam Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing
masing sebesar Rp 2. 000 - (dua ribu rupiah).

TR T B
Sesuai dengan apa yang kaml mmtakan dalam tuntutan pidana yang
kami ajukan tangga| ?_9 Apr|| 2019 | o

Memmbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Para Terdakwa
mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa I) tidak sependapat dan
menolak keras serta keberatan_ terhadap Memori Banding Penuntut Umum,
karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan atas fakta-fakta
persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memoil

banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima.

fa] Sty
014

Bahwa apa yang kami uraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan: '

1. Nota Pembelaan (Pleidooi) a/n Terdakwa | SULKHANI, S.Pd dan
Terdakwa Il RIKI FAJAR S.IP., M.SI yang dibacakan pada tanggal 2!
April 2019, beserta lampiran risalah sidang pemeriksaan perkara «
quo;

1 (satu) unit flashdisk yang berisi soft file Pembelaan (Pleidooi)
Terdakwa | SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa Il RIKI FAJAR S.IP., M.SlI

dan soft file risalah sidang pemeriksaan saksi, Ahli dan Para
Terdakwa.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Me;ﬁbfi Bandihg ini dan

juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Bandlng yang dlbuat dan
diajukan oleh Penuntut Umum, o

PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PEMILU TIDAK DAPAT DI BP;NDING

Bahwa sebelum membahas Memori Banding, terlebih dahulu térbanding

(Terdakwa | dan Terdakwa |l) perlu ;menguraikan perihal kompetensi
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Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengadili perkara a quo, mengingat. dengan -
adanya syarat ini, kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memériksa -
dan mengadilinya'tidak perlu lagi memperhatikan dalil-dalil hukum penuntut

umum berikut dalam memori bandingnya.
: A vos <

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilaﬁ Negeri Kota Kendari Nomor:
No.176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi, Terdakwa | dan Terdakwa Il telah dinyatakan
bebas dari segala tuntutan hukum (vrispraak).

2. Bahwa dengan dinyatakannya Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa lIl)
oleh Pengadilan Negeri Kendari bebas dari segala tuntutan hukum, maka
seharusr%ya permohonan banding atau memori banding yang diajukan oleh
Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima; ‘

3. Bahwa adapun alasan-alasan-hukum'dari :Terbanding (Terdakwa I dan -
Terdakwa ll), sehingga memori banding tersebut tidak dapat diterima oleh
karena Pengadilan Tinggi tidak berwénang atau berkompeten -mengadili
perkara a quo, sebagai berikut: ‘ o '

a. Bahwa berdasarkan Pasal 481 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

O Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan “Pengédilan Negeri dalam

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu
menggunakan KUHAPIdana, kecuali ditentukan lain dalam UU ini;"

b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan
dan Pemilihan Umum menegaskan; "dalam hal tidak diatur secara
tegas dalam Perma ini, secara mulans mutandfs berlaku
KUHAPIdana;”

c. Bahwa berdasarkan Pasal 481 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017 Juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2018 mengatur secara eksplisit hukum acara tindék pidana pemilu

tunduk dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur pengecualiannya dalam

UU Pemilu;

Bahwa putusan bebag atas perkara tindak pidana pemilu berdasarkan

UU -Pemilu dan Perma Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana

Pemilihan dan Pemilihan Umum tidak diatur mengenai dapat atau

tidaknya, diajukan upaya hukum banding. Dalam Pasal 482 ayat 2 UU

Pemilu hanya :diatur “dalam hal putusan pengadilan sebagéimana

dimaksud pada ayat 1 diajukan banding, permohonan bénding

diajukan paling lama 3 han sete_lah putusan dibacakan;" '

N

e

Halaman 22 dari 72 Hal. Turunan Putusan No. 47/PID.SUS/2019/PT kn

o,

Scanned by CamScanner



e. Bahwa Pasal 482 ayat 2UU Pemllu tudak dapat dlmaknal secara Iua-. i
(ekstenif), dalam pasal a quo juga termasuk dapat dlajukan\upa_yu '
hukum banding, termasuk putusan bebas perkara tindak pidana pemilu
di pengadilan tingkat pertama. Hal itu disebabkan rumusan atau
ketentuan hukum acara pidana juga, sangat terikat' dengan asas
legalitas tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-
undang (Eddy OS Hlanej, 2012: 36). Jika tidak diatur secara tertulis
(lex scripta) dan Jelas (Iex certa) mengenai cara atau proses
pemidanaan itu, maka tidak dapat dijalankan oleh penegak hukum

sebab hal itu sama saja dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi

seseorang yang tidak sesuai dengan fungsi mstrumentaSI daripada
hukum acara pidana; syl

f. Bahwa UU Pemilu tidak mengecualikan mengenai tidak, dapatny
upaya hukum bandlng atas putusan bebas sebagaimana yang diatul
dalam Pasal 67 KUHAP yang menegaskan: “Terdakwa atau penuntut

umum berhak untuk minta banding terhadap putusan’ pengadilan-

e ’ tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala
¢ / . tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya
penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat,

sehingganya Pasal 67 KUHAP menjadi wajib diberlakukan dalam hal
pembatasan upaya hukum banding berupa putusan bebas kepada
Terdakwa di pengadilan tingkat pertama;

g. Bahwa dengan berlakunya Pasal 67 KUHAP, maka permohonan
banding atau memori banding Penuntut Umum seharusnya tidak dapat

diterima oleh Pengadilan Tinggi.

4. Bahwa satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan
bebas bagi Terdakwa adalah upaya hukum kasasi, sebagaimana diatur
dalam Pasal 244 KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomot:
114/PUU-X/2012. Namun upaya hukum demikian dengan berdasarkan UlJ
Pemilu yang bersifat sebagai UU lex specialist telah mengecualikannya
dalam Pasal 482 ayat 5 UU Pemilu: “putusan pengadilan tinggi
sebaga/mana dimaksud aya! 4 merupakan putusan terakhlr dan

mengik. tserta tldak dapat dilakukan_upaya hukum Ialn, sehlnggu
upaya hukum kasasi atas putusan bebas dalam perkara tlndak pldan.x

pemilu tidak dapat pula dlajukan oleh penuntut umum;
5. Bahwa upaya hukum kasasi yang dibenarkan berdasarkan Putusan MK &
quo juga tidak dapat dltafsu sama dengan upaya hukum bandlng sebagal
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upaya hukum terakhir sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu, dengam./

alasan-alasan sebagai benkut: e

a. Dengan menyamakan upaya hukum banding dalam UU Pemilu dengan
upaya hukum kasasi atas putusan bebas berdasarkan Pasal 244
KUHAP pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012
adalah bertentangan dengan asas legalitas hukum acara pidana yang
menyatakan ketentuan pidana harus ditafsir secara ketat dan larangan
analogi (nullum crimen nulla poena sine lege stricta);

b. Dengan menyamakan upaya hukum banding dalam UU Pemilu dengan
upaya hukum kasasi ‘atas -putusan bebas berdasarkan Pasal 244
KUHAP pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012
adalah pengingkaran terhadap fungsi upaya hukum pengadilan tingg!
dalam mengadili perkara banding yang masih dalam* kedudukannya
sebagai judex factie, bukan judex juris;

c. Dengan berdasarkan dalll-dalll tersebut dl atas maka memon bandlnq

penuntut umum seharusnya tidak dapat dltenma

. Bahwa kendatipun sudah ada putusan MK Nomor: 114/PUU-X/2012 yang

melegitimasi upaya hukum atas putusan. bebas terhadap Terdakwa.
adalah penting untuk kembali memerhatikan dasar filsufis pembentuk
undang (wesenchau) dari dulu membatasi upaya hukum banding atau
kasasi atas putusan bebas terhadap Terdakwa di pengadilan tingkal
pertama. Hal itu berpijak dari perlindungan hak asasi manusia terhadap
mereka yang Haknya pernah dilanggar karena statusnya Terdakwa
setelah ada putusan pengadilan yang sah. In qasu a quo seseorang yan(
telah dibatasi hak-haknya dalam sistem peradilan pidana, mulai dari
penyelidikan hingga di persidangan, ﬁaaka kepadanya diberikan
perlindungan untuk tidak lagi diperpanjang perampasan atas hak-haknya,
karena sudah ada putusan pengadilan yang independen dan terbuka
untuk umum. '

Bahwa dengan mengajukan upaya hukum banding atas perkara yang
telah diputus bebas terhadap seorang Terdakwa adalah sama dengan
tindakan perampasan hak asasi yang tiada hentinya yang dijalankan oleh
negara melalui aparatur penegak hukumnya, amat potensial melakukan
pelanggaran hak asasi yang tidak dapat dipulihkan, kalau kiranya dengan
putusan selanjutnya Terdakwa dinyatakan. bebas lagi. Itulah,pentlngnyu
pembatasan upaya hukum atas putusan'bebas sebab selain demi

kepastian hukum juga mengindari terjadinya kekeliruan - yang
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berkelanjutan (erore perserverare) yang akan menyebabkan ke‘i@ip?’n" g

atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan dan tetap tertanam di hali

nurani rakyat (hodi mini cras tibi);

8. Bahwa upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap Terdakwa
karena bertentangan dengan asas kepastian dan keadilan dalam wadah
dan penjabarannya berupa perlindungan hak-hak asasi manusia, maka
kalau ketentuan Pasal 482 ayat 2 UU Pemilu hendak dipaksakan dalam
pemaknaan sebagai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan
bebas, maka setidak-tidaknya harus diingat kembali asas hukum yang
menyatakan tindakan yang berlawanan dengan asas tidak menghasilkan
tujuan yang hakiki (actus'repugnué non potest in esse produce). Bahkan
dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap asas yang ‘mendasarinya,
tldak boleh terjadi kriminalisasi (in-dubio' pro Ii ben‘ate)

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka memori banding

~.5-ifi«".;' enuntut umum seharusnya tidak dapat diterima. .

5 2y ')  HAL-HAL KRUSIAL PADA SIDANG PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA
(\W ‘I’; : ;

r«\,»’b k I'Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut
LAY " Umum, Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa Il) perlu menegaskan hal-hal
g o r'rj/v

_seer” 2 sebagai berikut:

e

1. Bahwa berdasar fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Negeri Kendari,
dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
Terdakwa | dan Terdakwa |l melakukan pelanggaran kampanye tindak
pidana pemilu (unsur Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

2. Bahwa kunjungan (sliaturahim) di Rumah Pak Margono pada tanggal 2
Maret 2019 oleh Terdakwa | dan Terdakwa |l adalah kunjungan biasa
dan tidak teren‘cana. serta bukanlah kegiatan Kampanye dalam bentul
Pertemuan Terbatas atau Tatap muka sebagaimana ketentuan Pasal
275 UU 7/2017 Jo Pasal 27 dan Pasal 28 PKPU 23/2018.

3. Bahwa fakta persidangan tingkat pert;‘r.n;. .pada kunjungan Terdakwa |
dan Terdakwa Il kerumah Pak Margono Tanggal 2 Maret 2019, Para
Terdakwa tidak mengundang warga lainnya untuk hadir ikut hadir pada
kunjungan tersebut, begitupula halnya kepada Camat La Mili juga tidk:
pernah diajak untuk menghadiri kunjungan tersebut.

4. Bahwa saat kunjungan berlansung didalam rumah Pak Margono, :samu
sekali tidak ada penyampaian Visi,Misi, Program atau Citra Diri melalui
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pembagi-bagian stiker caleg oleh Terdakwa | dan Terdakwa Il d_at_\_
Camat La Mili,

5. Bahwa video penggerebekan menunjukkan tidak ada kegiatan
penyampaian visi, misi, program atau citra diri melalui bagi-bagi stiker
caleg oleh Terdakwa |, Terdakwa Il dan Camat La Mili. ' '

6. Bahwa Keterangan Saksi La Aca yang berkesesuaian Keterangan

Terdakwa | dan Terdakwa Il yakni didalam rumah Pak Margono sama
sekali tidak ada kegiatan sosialisasi atau kampanye dalam bentuk
penyampaian visi, misi, program dan cilra; diri melalui stiker caleg.
7. Bahwa keterangan saksi La Aca berkesesuaian dengan Keterangan
‘ Terdakwa | dan Terdakwa Il serta berkesesuaian pula dengan isi.video
rekaman penggerebekan bahwa stiker caleg ditemukan diluar rumah
~ Pak Margono oleh orang lain, bukan pada Terdakwa I, Terdakwa Il dan
Camat La Mili. ) _ ,
il 8. Bahwa keterangan Terdakwa | dan Terdakwa Il -yang- menyatakan
‘ kunjungan kerumah Pak Margono tanpa membawa stiker (bahan
kampanye) berkesesuaian dengan isi video penggerebekan yang
Ll menunjukkan saat penggerebekan terjadi tidak terdapat bahan
- '_:f; ' kampanye (stiker) dalam kekuasaan Terdakwa | dan Terdakwa II.

720 9. Bahwa tidak ada perbuatan materiil Terdakwa | dan Terdakwa Il yang

mengajak/menuruh/membujuk Camat La Mili untuk mengendakan
kampanye dan ikut melaksanakan kegiatan kampanye di rumah Pak
Margono tanggal 2 Maret 2019.

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

. Bahwa Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa Il) menolak seluruh Memor!

Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dengan alasan-
alasan sebagai berikut dibawabh ini:

.  Tentang Hakim Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan
Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa 1l) tidak sependapal

dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya (hal.5 s.d 6)
menyatakan: |

‘Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pad
Pengadilan Negeri Kendari, Majelis Hakim telah menjatuhkar
Putusan terhadap Para Terdakwa dengan Membebaskan Para
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Terdakwa dari Dakwaan Ponuntut Umum yakni melanggar Pasal
493 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf { UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentanyy
Pemilihan Umum, hal tersebul lidak bersesualan dengan Tuntutan
Jaksa Penun{ut Umum. Dengan demikian, menurut hemat kami ape
yang telah diputuskan oleh Judex: Factie tersebut sangatlah ticak
berdasar dan salah _menerapkan peraturan  hukum  dalam
menjatuhkan pulusan sebagalmana mestinya. "Dimana dalam
pertimbangan hukumnya Majelis Hakim lebih condong mengambil
perﬁmbangaﬁ dari apa yang dikemukakan, oleh Para Terdakwa
dengan mengenyampingkan bukti-ukti yang telah disajikan oleh
Penuntut Umum. ‘Padahal sebagaimana kita ketahui bersama
bahwa Terdakwa memiliki hak untuk ingkar, dalam artian Para
Terdakwa berhak untuk monyangkall -semua perbuatan ydnq :
dituduhkan kepadanya. Sehingga bagaimana mungk/n Majelis Hakim
Tingkat Pertama lebih condong kepada ketorangan kerorangan yanq
diberikan dari Para Terdakwa semata, samentara kelemngan '
Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide
Pasal 189 Ayat (3)” KUHAP).

. Bahwa menurut Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa |l) Putusan
Mejelis Hakim judex factie tingkat pertama yang mendasarkan pada
Keterangan Terdakwa bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan
hukum, hal mana kapasitas hukum' “keterangan Terdakwa” adalah
merupakan satu jenis alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184
KUHAP, apalagi dalam kasus a quo keterangan Terdakwa | dan
Keterangan Terdakwa Il berkesesuaian dengan keterangan Saksi La
Aca dan Saksi Kartinem yang diajukan oleh Penuntut Umum serta
berkesesuaian pula dengan isi video yang diajukan sebagai bukti
oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo.

Terkait keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang
menyatakan putusan Majelis Haklm Judex Fact/o tingkat penamu
hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa adalah keberatan
yang lloslonlr, ‘senyatanya keterangan saksi La Aca begitupa Ahli
Dr.Hamiruddin Udu yang diajukan oleh Penuntut Umum ikut menjad
bagian yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat
Pertama. Hal ini dapat ditilik pada pertimbangan Majelis Hakim
Judex Faclie tingkat pertama pada uralan unsur “dalam kegiatan
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kampanye" pada halaman 32 s.d 34 putusan porkora a quo. \f,"{

3. Bahwa yang dimaksud keterangan Terdakwa hanya merupakan alal
bukti bagi terhadap dirinya sendiri bermakna apa yang diterangkan
seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai
Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap
dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara Terdakwa terdiri dari
beberapa orang, masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya
merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri.
Keterangan Terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap
Terdakwa B, demikian sebaliknya (Yahya Harahap, 2010: 321).

4. Bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya tidak
menguraikan perihal fakta manakah dari keterangan Terdakwa yang
keliru atau tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi La Aca
dan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Upwm yang d.ij'adikan dasar
pertimbangan Majelis Hakim Judex Faktie tingkai per(arhal d'a'lém‘
memutus perkara a quo.

5. Bahwa berkait keberatan Penuntut Umum karena putusan Majelis

Hakim Judex Factie Tingkat Pertama yang tidak berkesesuaian
dengan tuntutan Penuntut Umum adalah keberatan yang tidak
berdasar, notabene Penuntut Umum gagal membuktikan
dakwaannya sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa tidak
satupun fakta adanya feit materiil Terdakwa | dan Terdakwa Il yang
melakukan kampanye dalam bentuk menawarkan visi, misi, program
atau citra diri dalam bentuk bagi-bagi stiker dalam kunjungannya
didalam rumah Pak Margono.

6. Bahwa fakta persidangan tingkat pertama menunjukkan bahwa
keterangan Terdakwa | dan Keterangan Terdakwa Il justeru memiliki
persesuaian dengan isi bukti video dan keterangan saksi La Aca
yang diajukan oleh Penuntut umum yang substansinya “tidak
terdapat kogiatanv menyampaikan visi, misi, program atau citra
diri dalam bentuk membag'i-bTa'gli:kap stikerwsaat kunjungén
Terdakwa | dan Terdakwa Il ke rumah P‘ak Margono".

7. Bahwa menurut Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa Il), fakta-
fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat
pertama bahwa pada kunjungan tersebut tidak terdapat kegiatan

kampanye sudah tepat berdasar hukum dan memenuhi prinsip
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pembuktian, Hal mana tergambar dalam pertlmbangan Majeh*., /'

Hakim Judox fncho Tlngkal Pertama hal.34 menyatakan :
'Memmbnng, bnhwa berdasarkan keterangan Tordakwa 1
Sulkhani, SPd ‘bahwa awalnya Terdakwa di hubungi olel:
Teli;dakwa 2 untuk menga}ek datang berkunjung sllaturahm: di
rumah Margono oleh karena Margono adalah salah salu tim
relawan Terdakwa 2 sehlngga kemudian atas ajakan tersebul,
Teidakwa 1. menu;u alamat rumah Margono bersama dengan
supimya namun setelah sampa/ Terdakwa 1 menyuruh supirnya
untuk mencan parkiran dan menunggu dl mobll oleh karena
rumah Pak Margono' terletak di pemukiman padat penduduk
sehingga pada saat itu Terdakw;’:; 1 mencari alamat dan
ditunjukan oleh~warga' rumah 'Pak Margono. Dan setelah di

" tumjukan,' Terdakwa 1 masuk ke rumah Pak Ma}gono dan sudah
ada Terdakwa 2 Pak Margono kemud:an memperkenalkan diri
serta seorang yang kemud/an d/perkenalkan sebagal camal
Kambu,

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu

pembicaraan hanya berkisar pada suasana kampus dan
premanisme di kampus Unhalu keterangan Para Terdakwi
tersebut bersesuaian keterangan saksi La Aca bahwa saksi tidak
mendengar ada penyampaian Vvisi, misi, saksi tidak mendengar

apa yang dibicarakan orang yang berada dalam rumah Pak
Margono saat itu;

. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Katinem, istii
pak Margono, bahwa saksi tidak mengetahui kejadian-kejadian
yang terjadi dirumahnya, saksi mengetahui ada keributan setelal
di beritahukan oleh anaknya namd_n ‘Setelah saksi tanyakan pad:
suaminya, suami saksi Margono menyampaikan hanya keributai
anak muda. Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui acl
persiapan pertemuan yang dilakukan dirumahnya -dan tidak
pernah mendengar ada undangan atau ajakan sosialisaéil’ '

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Acé” yany
bersesuaian dengan . keterangan Para Terdakwa maka tidak
diketemukan fakta hukum bahwa dalam pertemuan dirumah Palk

Margono tefsébut ierdapat kegiatan penyampaian visi, misi,
' . | .
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maupun  program  sehingga pertemuan tersebut’ “lf('laklaf

memenuhi syarat maleril untuk dapat d/kamkan sebgg /1/
kampanye".

8. Bahwa Terba}\ding (Terdakwa | dan Terdakwa Il) tidak sependapat
dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya (hal.6 s.d 7)
menyatakan” ' o :

“Dalam’ persidangan juga lelah tergambar upaya nyata untuk
“mengkebiri” kemampuan Penuntut Umum untuk menyajikan
pembuktian ~secara patut dan berimbang, dimana dalam
persidangan telah tergambar bahwasanya Para Saksi yang telah
diperiksa dalam berkas perkara terindikasi kuat sengaja tidak
mau menghadin' persidangan dengan sengaja tidak mau
mengahadam panggilan siding yang telah dilayangkan secara
resmi kepada mereka, justru Para Saksi tersebut secara

bersama-sama - “menghilang”. - fakta - tersebut . -telah. kami . .

sampaikan dihadapan persidangan kepada Majelis Hakim dengan
turut serta mengahadirkan bukti tambahan berupa relas panggilan

resmi sebanyak 2 kali dan juga menghadirkan Tim Sentra
Gakumndu yang membantu untuk melayangkan panggilan dan
melacak keberadaan para saksi, namun hal itu, ditampik oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana sudah sepatutnya Majelis
Hakim mempertimbangkan upaya yang kami ajukan untuk
membacakan keterangan para sakst yang sengaja mangkir dan
pergi keluar daerah secara bersama-sama dan terindikasi berada
disatu tempat yang sama yakni didaerah BONE sebagaimana
pelacakan yang dilakukan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kota
Kendari melalui GPS Handphone, dengan didasarkan pada
Ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KU'HAP, dimana alasan
yang kami ajukan ialah karena alasan yang sah tidak hadir
dipersidangan atau serldak-tldaknya tidak dapat dlpanggll karena
jauh tempat kedlamannya (dalam perkara ini para SakSI memanJ
terindikasi berada jauh kediaman dimaksud dengan kediaman
disini ialah tempat para saksi berdiam terkahir , dan berdasarkan
keterangan fakta yang kami utarakan diatas, para saksi
terindikasi ada di Bone, Sulawesi Selatan) dan keterangan Para
Saksi dalam BAP juag telah diarﬁbil dibawah sumpabh, sehingga

[
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sudah sepatutnya .Majelis Hakim mengabulkan Permohonan -
Penuntut Umum mengingat akan Urgenn}a keterangan Para
Saksi lersebut dan mengingat kuarnya upaya untuk melemahkan
pembukr/an Penunlut Umum dttengah waklu penyelesaian

perkara Pemilu yang sanga! cepaf.

Bahwa dengan begitu bayaknya kejanggalan yang tersaji, dengan
ketidak konsistenan -keterangan para saksi saksi dan Para
Terdakwa darni tingkat pemenksaan Klarifikasi dan penyidikan,
ditambah hilangnya" para-saksi secara mislerius ditambah bukti
bukti percakapan para saksi bersama LA MILI, SE selaku camal
Kambu dengan Para Terdakwa pasca penggérebekan dan
pemeriksaan yang dilakukan di bawaslu Kota Kendari, masih

belum dapat mengérékéh Majelis Hakim Tingkat pertama untuk

" 'mengabulkan permohonan Penuntut Umum Untuk membacakan

keterangan saksi saksi dimuka persidangan, justru Majel_is_Hak::m
Tingkat Pertama menolak secaré berulang kali permohonan
tersebut yakni pada tanggal 25 April 2019, tanggal 26 April 2019
dan terakhir tanggal 29 April 2019, di mana dalam putusanya,
Majelis Hakim tingkat pertama menolak permohonan Penuntut
Umum tersebut dengan di dasarkan pada pasal 152 KUHAP (
halaman - 33 paragraf ke dua putusan NO
176/pid.sus/2019/PN.Kdi), dimana dalam pasal 152 KUHAP
tersebut mengatur tentang pellmpahan berkas perkara dan terkail
penetapan hari sidang. Bagalmana blsa judex factie menolak
permohonan penuntut umum untuk membacakan keterangan
para saksi dalam berkas perkara yang telah dipanggil secara sah,
dilengkapi dengan panggilan Relax yang sah, didukung dengan
keterangan Tim Sentra Gakkumdu Sultra, dimana keberadaan
terakhir saksi berada jauh dan tempat tinggalnya, justru
dlkesamplngkan dengan dasar hukum tentang PELIMPAHAN
PERKARA? Justru Majelis Hakim Tlngkat pertama . . lebih
memengtingkan keberatan penasehat hukum Terdakwa daripada
fakta lerkait adanya " kejanggalan Hukum” diatas dan upays
untuk menyajikan pembuktian secara berimbang guna mencapai
tujuan hukum ya!mi Kepastian, keadilan dan kemanfaatan; .

9. Bahwa berkait keberatan Penuntut Umum atas sikap Majelis Hakim
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judex factie tingkat pertama yang tidak memberikan Re;en;pél?a'rd )
kepada Penuntut Umum membacakan keterangan sak3| ‘adalah
keberatan yang .tidak' .berd_asar- hukum, sebab kebolehan
dibacakannya keterangan saksi yaﬁg tidak hadir dipefsidangan,
hanya diperkenankan sepanjang memenuhi limitasi syarat ketentuan
Pasal 162 KUHAP, yakni: meningga! dunia, karena halangan yang
sah, tidak dipanggil :karena jauh tempat tinggalnya, atau karena
sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Dalam
kasus a quo keadaan tersebut tidak terpenuhi, sebagai dasar untuk
dibacakannya keterangan saksi'dalam berkas perkara pada sidang

pemeriksaan tingkat pertama.

Selain itu, jika memeriksa secara cermat masmg masmg benta acara
pemeriksaan saksi ditingkat penyidikan, khususnya Camat La M|I|
dan jika dikaltkan dengan bukti print out percakapan La Mili dengan
) Para Terdakwa sebagaimana- Dakwaan dan' Tuntutan- Penuntut
Lo Umum, maka terungkap bahwa isi percapakan yang “diklaim”
‘ penuntut umum adalah percakapan La Mili dengan Terdakwa | dan
/ Terdakwa Il yang akan digunakan untuk memenuhkan unsur
“mengikutsertakan ASN” sama sekali tidak pernah ditanyakan pada
pemeriksaan tingkat penyidikan. Begitupula bukti percakapan
tersebut tidak pernah ditanyakan oleh penyidik saat pemeriksaan
ditingkat penyidikan kepada La Mili dan Terdakwa | dan Terdakwa Il.
Bukti percakapan tersebut muncul ketika saat persidangan.

Sedangkan, berkait pertimbangan Majelis Hakim Judex factie tingkat

pertama pada halaman 33 yang menyatakan:

"Menimb?ng, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut
umum hénya menghadirkah dua orang saksi tambahan diluar
berkas didukung oleh keterangan ahli. Penuntut umum dalam
perkara aquo tlidak mampu )ﬁenghadirkan saksi-saksi
sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan
ketidak hadiran saksi-saksi tersebut tidaklah didasrakan
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 152 KUHAP
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dibacakan
di depan persidangan oleh karenannya Majelis Hakim hanya akan
mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tambahan diluar
berkas..."
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Menurut Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa II) Saharu;nya‘ JUD«'
merujuk pada Ketentuan Pasal 162 KUHAP, bukan semafu
mendasarkan pada ketentuan PAsal 152 KUHAP. Namun, kekeliruan
a quo bukanlah menjadi sebab atas dapat dibatalkannya putusan
judex faclie tingkat pertama. Hal mana asalan putusan tingkal
pertama dapat dinyatakan batal oleh‘ Majelis Tingkat Banding jika

putusan tingkat pertama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

Pasal 197 KUHAP.

Sedangkan dalam hal suatu putusan yang mengandung kekeliruan
atau kesalahan penulisan dalam pengetikan, tidak menyebabkan
batalnya putusan demi hukum. Kalau kekeliruana itu hanya
mengenai penulisan atau pengetikan, Pengadilan Tinggi tidak mesti
_membatalkan atau menyatakan putusan batal. demi hukum.
'Kesalahan ‘atau kekellruan penullsan atau pengetlkan |tu “dapal
diperbaiki” oleh Pengadllan Tlnggl (Yahya Harahap 201I0 513)

Bahwa berkait alasan Penutut umum menyatakan para saksi yang
berada di Bone sehingga tidak dapat menghadiri persidangan secara
hukum, menurut Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa IlI) tidak

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Notabene bukti
pelacakan GPS secara hukum bukanlah sebab yang dimaksud oleh

ketentuan Pasal 162 KUHAP.

Alasan pembacaan keterangan saksi yang telah diberikan saal
penyidikan untuk dapat dibacakan karena alasan kediaman terakhii
jauh sehingga tidak dapat ~ menghadiri panggilan sidang
* sebagaimana Pasal 162 KUHAP ' mengandung makna bahwa
kedudukan tergugat sebagaimana identitasnya menunjukkan diluai
daerah, sedangkan dalam kasus aquo kedudukan para saksi
sebagaimana identitas saksi yang termuat dalam berita acara
pemeriksaan pada saksi pada tingkat Penyidikan berada dalam Kota

Kendari. )

Hal lain berkait azas kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang
dinukil oleh Penuntut Umum menurut Terbanding (Terdakwa 1 dan
Terdakwa 2) seyogyanya menjadi dasar dibacakannya keterangan
saksi sehingga harus dipakai sebagai dasar Majelis Hakim judex
factie tingkat pertama dalam memutus perkara a quo adalah legal
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reasoning yang tidak:berdasar. Jusleru jika pembacaan keiegrlgani} 7

saksi yang tidak hadir serta tidak memenuhi alasan dibolehkannya
pembacaan sebagaimana Pasal 162 KUHAP, menurut Terbading
(Terdakwa | dan Terdakwa Il) akan menyimpangi prinsip kepastian
hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Perlu diingat, bahwa penerapan hukum acara pidana- sejatinya
ditujukan' pada pencarian kebenaran materil. Olehnya itu, berkait
kebenaran materiil hanya didapatkan dihadapan persidangan,
begitupula halnya dengan keterangan ‘saksi konten materiilnya
adalah apa yang .diungkap-sampaikan dihadapan persidangan,
bukan keterangan dihadapan penyidikan.

Dalam ketentuan Pasal 1185 ayat (1) KUHAP, expresqive verbis
menegaskan bahwa ag.ar ketera‘ngan saksi dapat dinilai sebagai “alat
- bukti®;- ma.ka'" kete(arjgan, tersebut haruslah “dinyatakan”. dihadapan
persidangan. Inilah kiraﬁya “képastian hukurh;" yang' harus' digapai.-
Apalagi prinsip hukum acara pidariavkvi‘ta mengenap prinsip due

procces of law, yang menyiratkan 2 (dua) hal yakni kepastian hukum

atas proses hukum acara vyang terterapkan kepada

tersangka/Terdakwa dan penghormatan atas hak azasi manusia.

Begitupula halnya dengan prinsip kemanfaatan. Sesungguhnya
kemanfaatan apa yang akan dituju jika mau menggunakan suatu alat
bukti yang tidak sah (keterangan saksi yang bukan diberikan
dihadapan persidangan) sebagai dasar menghukum Terdakwa?,
padahal ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf ¢ KUHAP telah
memberikan kebebasan kepada Penuntut Umum menghadirkan
saksi diluar yang telah diperiksa ditingkat penyidikan/dalam berkas
perkara, dan dalam kasus a quo, dan kesempatan tersebut telah di

gunakan Penuntut Umum dengan menghadirkan saksi La Aca dan
Saksi Kartinem.

Apalagi saksi La Aca secara k;ronolc;gis berada‘di-lokus kejadia'n dan
ikut melakukan penggerebekqn saat Terdakwa | dan Terdakwa ||
melakukan kunjungan silaturahim di rumah Pak Mafgono.
Keterangan saksi La Aca sama sekali tidak mendengarkan adanya
tindakan dari Terdakwa 1, Tc;erdakwa Il serta Camat La Mili yang

menawarkan visi, misi, program atau citra diri dengan membagi-
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bagikan stiker saat didalam rumah Pak Margono, sedang r?a ,
yang di nyatakan saksi La Aca berada diatns meja dalam rum?lh:E_K/'
Margono justeru terbantahkan dengan pemutaran video 'saat
sidang, hal mana isi video menunjukkan bahwa diatas meja
dalam rumah Pak 'Margono sama sekali tidak terdapat ' stiker
caleg, justeru stiker caleg tersebut berada diluar rumah Pak
Margono yang bukan berada ditangan Terdakwa I, Terdakwa ||
dan CamatLa Mili. =~ ' ' y

)

10.Bahwa, begltupula soal “menghllangnya saksi dalam perkara aquo

senyatanya merupakan tanggung jawab Penuntut Umum untuk
menghadlrkan saksi dalam perkara aquo. Sebagmmana prinsip
hukum actori incumbit onus probandf siapa yang menuntut dia pula

yang waijib membuktlkannya Pr|n5|p ini tentu pula, dapat dlmaknal

»_4.,_.kewajlban menghadlrkan saksn berada pada pada penuntut umum.
','.'.Bukan menjadl kewajlban Majells Haknm /udex fact/e ﬂngkat penamd;

untuk menghadirkannya.

Kewajiban judex factie tingkat pertema adalah memberikan

kesempatan sebebas-bebasnya berdasar hukum acara kepada

Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti uantuk membuktikan
dakwaannya. Dalam kasus a quo, kesempatan tersebut telah
diberikan kepada Penuntut Umum, namun secara materiil perkara &
quo tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya
tindakan (feit materiil) dari Terdakwa | dan Terdakwa Il yang.
melakukan kampanye bersama Camat La Mili di Rumah Pak

Margono pada tanggal 2 Maret 2019.

Bahwa Penuntut Umurﬁ melalui memori bahdingnya mencoba
mengaburkan fakta hukum seandainya keterangan saksi berhasil
dibacakan, maka Majelis Hakim judex factie tingkat pertama akan
menjatuhkan hukum kepada Terdakwa dengan menyatakan unsuu
tindak pidana yang dldakwakan terpenuhl padahal senyatanya .
keterangan saksi yang tldak hadir dalam persidangan sebagaimana
termuat dalam_ berita acara pemenksaan masing-masing saksi,
mayorltas menyatakan bahwa sebelum penggerebekan terjadi,
materl pemblcaraan dldalam rumah Pak Margono hanyalah “berkait
sntuam kampus baru yang dahulu acapkali kacau karena
banyak}\ya prérﬁanlsme. Tidak ada“konte'n materi pembicaraan
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berkait knmpanyo yaknl vlsl misl, program atau citra dlri dalam ",'/ ’
bentuk bagi bagi stiker untuk ajakan ‘miemilih Tordakwa 1 dan’
Terdakwa II" Amnya deﬁnlsn kampanye sebagalmana ketentuan
Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yakni "keglatan meyakmkan pemlhh
dengan menawarkan vnsu misi, program dan/atau citra dln tldak
terpenuhi. . - | | L '
11.Bahwa Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa Il keberatan dengan
memori banding penuntut umum sebagaimana ‘hal.7 s.d, 8
menyatakan: o R LA
“Bahwa dengan tidak d/kabulkanya permohonan Penuntut Umum
tersebut sehingga pemmbangan Judex Factie dalam putusanya
lebih condong kearah' Terdakwa. Pada hal dalam pembuk!/an
judex fact/e dalam putusanya lebih condong kearah
f T Terdakwa pada hal dalam pembuktlan tanggal 26 April 2019, atas
pertayaan penasehat Hukum terkait fakta pény'eI’J’arz;n bahan '
kampanye yang dianggap tidak ada dasamya dari keterangan
saksi HASAN dan NURNIA dimuka persidangan terkait fakta

memang benar adanya pembagl baglan sticker yang dilakukan

oleh Terdakwa diacara tersebut "dan ketika Penuntut Umum
membacakan keterangan tersebut, baik Penasehat Hukum,
Terdakwa atau Majelis Hakim, mengajukan keberatan atau
menolak pembacaan tersebut.namun’ dalam pedinibangan hukum
Majelis Hakim yang tertuang dalam putusanya, lagi lagi fakta
fakta tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan,
sehingga sudah seharusya keterangan saksi HASAN dan
NURNIA patut dipertimbangkan sebagai fakta Hukum dan
bernilai sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 162 Ayat (2) KUHAP, dimana berdasarkan
keterahgan kedua saksi tersebut terdapat persesuaian
dengan keterangan saksi Iamya dan alat bukti lain yang
membuktikan memang benar terdapat penyebaran bahan.
kampanye yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana
yang didakwakén kepadanya, sehingga sudah semestinya
Majeli's Hakim' Tlngkat Pertama mempertingbangkanya
, sebagalmana dlamanahkan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP,

: bukan menolaknya dan Iebfh m;;ndegarkan keberatan dari
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Penaschat Hukum Para ,Térdakwa.

Kegagalan Majelis Hakim - Tingkat' Pertama untuk menyalfikarn
pembuktian yang berimbang - juga ‘tergambar: dari 'ticlak-
dipertimbangkanya bukli surat yang diajuhkan 'oleh penuntul
Umum dalam persidangan. Dimana untuk memberikan
pembuktian yang sah dan berimbang, walaupun kl'_e{erangap
saksi- saksi dalam berkas sebagaimana telah diuraikan diatas .
d/tolak oleh Majelis Hakim, Penuntum Umum mengajuhkan Ala!
Bukti sah berupa surat dalam bentuk BAP para, saksr dmngkat
peny:d/kan dan bukh surat berupa BAP klanf/kaSI pada l/ngkat“
pemenksaan d/ bawaslu kota Kendarl namun /ag/-lagf Majel/s
Hakim Tingkat pertama menapik bukti lersebu! secara gamblan g

bahkan tidak dlpemmbangkan kedalam putusan 'sama’ sekali.

. :Pada hal alat buktl surat yang kam/ jadlkan sebaga/ bukt/ .

v pendukung berupa benta ‘Acara pemer/ksaan ‘'saksi- saks: yan J 4
termuat dalam berkas perkara, Berita Acara Klarifikasi, tetap
bemilai sebagai alat bukti surat yang sah karena dibuat
berdasarkan  ketentuan sumpah jabatan, sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 huruf a,b KUHAP yang
telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah
jabatan dan telah diperiihatkan dalam persidangan serta termuat
dalam berkas perkara.dengan demikian surat-surat tersebut
merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat

vsebag;aimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf ¢
KUHA‘P, sementara lat bukti surat berbpa print out bukti
percakapan melalui WhatsApp antara Para Terdakwa dengan La
Mili, SE dan bukti priht out SMS antara LAMILI SE dan Para
Terdakwa dan beberapa orang saksi, tetap dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan
ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP karena ada hubunganya
dengan isi dan alat pembuktlan lain”.

Alasan keberatan Terbandmg (Terdakwa | dan Terdakwa ll) atas
memori banding Penuntut Umum aquo. karena senyata pada proses
pemeriksaan perkara a quo.pada tingkat pertama, Majelis Hakim
judex' factie justeru telah memberikan waktu yang cukup bagi
Penuntut  Umum  untuk, ,men’gajykan' _pembuktian | (ternﬁag;nk
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menghadirkan saksi) yakni 3 (liga) hari, bandingkan: \(’é”ﬁapf/
kesempatan pembuktian yang diberikan kepada Terdﬂkw\a"'“‘dan
Terdakwa Il hanya diberikan kesempatan mengajukan bukti yang
meringankan hanya 1 (satu) hari yakni sehari sebelum sidang
tuntutan.

Jadi, berkait adanya tudingan Penuntut Umum seolah Majelis Hakim
judex factie tingkat pertama seolah lebih condong kepada Terdakwa
adalah mengada-ada sifatnya, apalagi secara fakta persidangan
terungkap fakta hukum bahwa pada saat kunjungan silaturahim
Terdakwa | dan Terdakwa Il kerumah Pak Margono bukan untuk
tujuan sosialisasi/kampanye serta tidak terdapat fakta yang
menunjukkan adanya feit materiil dari kedua Terdakwa berkait
adanya aktivitas kampanye menawarkan visi, misi, program dan/atau
citra diri dengan membagi-bagikan  stiker didalam rumah Pak
Margano. saat Camat, La Mili berada didalam rumah Pak Margono,
yang terkonfirmasi pula dengan isi video yang diajukan sebagai bukti

oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo.

Selanjutnya berkait memori banding Penuntut Umum yang
menyatakan telah membacakan keterangaﬁ saksi Hasan dan
Nurnia dihadapan persidangan bahwa benar ada bagi-bagi stiker
saat acara kunjungan didalam rumah Pak Margono adalah tidak

benar adan'ya.

Keterangan saksi Hasan dan Nurnia sama sekKali tidak pernah
dibacakan pada persidangan perkara tingkat pertama. Selain itu,
jika memeriksa secara cermat keterangan saksi Hasan dan Nurnia
sebagaimana didalam Berita Acara pemeriksaan tingkat penyidikan,
tidak terdapat keterangan yang memuat adanya tindakan dari
Terdakwa |, Terdakwa Il dan Camat La Mili yang menawarkan visi,
misi, program dan/atau citra diri melalui pembagi-bagian stiker di
dalam rumah Pak Margono dengan tUJuan mengarahkan pilihan
kepada caleg Terdakwa | dan Terdakwa 1.

Keterangan saksi Hasan dan Nurnia menyatakan pembagian stikei
dilakukan oleh orang yang diduga sopir Terdakwa 1 setelah
selesainya penggerebekan, disaat Camat La Mili telah meninggalkan

lokasi rumah Pak Margono. Artinya jikalaupun Penuntut Umum
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secara melawan KUHAP' memaksakan diakomodlrnya ketar‘éngén ;r(/
saksi Hasan dan Nurnia (meskl keterangan saksi Hasan dan mrnm
tidak disampaikan ‘diadapan sidang) melalui pemeriksaan tingkat
banding maka pembaglan stlker aquo tidak dilakukan oleh Terdakwa
| dan Terdakwa II melalnkan dilakukan ‘oleh orang yang duduga
sebagal SOpII‘ Terdakwa dan pembaglannya dilakukan saat Camat
La Mili telah menmggalkan lokasi rumah Pak Margono. Artlnya
unsur "menglkutsertakan ASN'dalam kampanye” menjadl tidak
terpenuhl karena: pembagian stiker terjadl gaat Camat La Mili
sudah tldak berada dlrumah Pak Margono dan bukan Camat La
Mili yang membagu-_baglkan stiker aquo.

Lebih lengkapnya, .kami' kutip keterangan Hasan sebagaimana
termuat . dalam berita acara pemeriksaan tingkat penyidik
: sebagalmana BAP penyldlkan pada Ponnt 08 menyatakan

- LT T T TRt e

---------- 08. Adapun yang saya ketahui awalnya pada hari hari
sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wita saat itu saya
diberitahukan oleh oleh isteri saya bahwa Pak RT (LA TAENA,

S.E.) mengajak saya dan isteri saya agar datang di rumah
W MARGONO untuk menghadini pertemuan yang tidak diketahui
pertemuan apa, setelah itu Isteri saya pergi duluan ke rumah
saudara MARGONOQ karena pada saat itu saya mandi dul
setelah itu saya menyusul pergi ke rumah saudara MARGONO
pada saat saya tiba di rumali’ saudara ' MARGONO saya
dipersilahkan masuk oleh saudara MARGONO setelah itu say
R bersalaman denga satu persatu orang yang ada di dalam rumah
mulai dari Pak Camat Kambu ( saudara LA MILI ), saudara RIK!
FAJAR S.IP., M.SI saudara SULKHANI, S.Pd, saudar«
MARGONO, Pak RT (saudara LA TAENA ) dan saudara LA
DASIA setelah itu saya duduk di samping saudara LA DASIA,
setelah itu Pak .Camat Kambu. ( LA MILI ) bercerita tentang *
pengalaman masa lalu dan membahas jalan yang rusak di Irg.
Torikale” setelah itu tiba-tiba ada tlga orang yang saya tldak kenal
nama masuk ke dalam rumah saudara MARGONO kemudiars
salah satu dari mereka berkata “ Ada apa ini Pak Camat -
kemudian- me'nyuruf) teman-temannya untuki:\ merekam /
memotret, setelah itu Pak Camat ( LA MILI ) berdiri-dan berusaha

.'| 0
Vv |
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menenangkan orang-oran ‘1 {orsobul namun moreka tldék"’ ‘r
mongh:mukan Pak Camat ( LA MiLI ) sehlngga pada saat It
]uga saya mellhat Pak Camat (LA MILI) Iangsung keluar ke
teras rumah saudara MARGONO yang diikuti oleh saudara
RIKI FAJAR SIP M.SI saudara SULKHANI S.Pd, ‘saudara
MARGONO ‘'dan orang-orang yang saya tidak kenal namanya
tersebut d: atas, , tidak lama ‘kemudian saya . melihat Pak
Camat (LA MILI) langsung masuk dalam rumah dan pergi
meninggalkan rumah saudara MARGONO Iewat dapur,
setelah itu orang-orang yang saya ndak kenal namanyatersebul
berusaha mengejar dan mencari Pak Camat (LA MILI), setelah
itu saudara RIKI FAJAR S.IP., M.SI saudara SULKHANI, S. Pd
dan saudara MARGONO masuk kembali ke'dalam rumah dan
N ~ duduk di tempat duduk mereka semula setelah itu saudara
| o SULKHANI S Pd satu orang anggotanya yang berada dl lua:
untuk masuk ke dalam rumah kemudian morang tersebut
mengeluarkan beberapa lembar stiker stiker gambar yang
berlogo lambing partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
terdapat tulisan Ayo Lebih BAIk, 1. SULKHANI, S.Pd, Caleg
DPRD Provinsi Sultra Dapil 1 Kota Kendari, (KETUA UMUM
DPW PKSSULTRA ) dan Stiker Surat Suara Pemilihan Umum
Anggota Depan Perwakilan Rakyat derah Kota Kendari
Tahun 2019 Daerah pemilihan Kota Kendari 4 Kambu -~

Baruga dan terdapat tui:san himbauan (Mohon
Dukungannya, 17 April 2019 Coblos nomor 1 RIKI FAJAR

. S.P, M.S| dan saudara SULKHANI, S.Pd, mengucapkan
terimakasih kepada kami dan berpamitan kepada kami setelah itu
saudara RIKI FAJAR S.IP., M.SI dan saudara SULKHANI, S.Pd,
bersalaman dengan kami kemudian meniqggal rumah saudara
MARGONO. —=-------- “

Selanjutnya kami kulip keterangan Nurnia saat bemerikséan tingkél
penyldlkan (BAP Nurnia saat penyldlkan pomt 08), menyatakan :

R 08 Adapun yang saya ketahu: awalnya pada hari Sablu
(anggal 02‘ Maret 2019_sekl_tar pukul 07.30 wita saat itu pak R1
(La Taena, SE) datang ke n{mah dan rpencari suami saya namu
‘Sla'at itu. suami saya t(dék ada di rumah dan’ saat itu’ saya

(N L) " oy
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sampaikan kepada pak RT (La Taena, SE) bahwa suami saya
sebentar lagi akan pulang kemudian memberitahukan kepada. ;
saya kalau pulang kasih tahu bahwa ada pertemuan' di rumah pak
Margono namun tidak memberitahukan pertemuan apa di-rumah
saudara- Margono selanjulnya; pak .RT (La Taena, SE) 'pulang
kemudian jam+08.00 wita suami saya datang dari. tempatnya’
bekerja - kemudian saat ‘itu 1saya: langsung. memberitahukan
kepada suami saya bahwa pak RT (La Taena, SE) tadi datang ke
rumah dan menyampaikan bahwa ada pertemuan di rumahnya
saudara '"Margono kemudian suami saya menyampaikan kepada
saya ada pertemuan masalah apa lalu saya menjawab saya juga
tidak mengetahui peﬂemuan apa karena pak RT (La Taena, SE)
t/dak membentahukan juga kepada saya, kemudian setelah tiba
: sore - harinya sekitar jam 16. 30 WITA saya“ datang ke rumah.
saudara’ Margond, saya dlpersﬂahkan ‘masuk” oleh™ saudara :
Margono karena pada saat itu saudara Margono sedang
berada diruang tamu sedang duduk bersama dengan camat
Kambu (La Mili SE), dan sdr. Sulkhani, S.Pd dan Sdr. Riki
Fajar S.lp., M.Si yang diketahui sebagai calon anggota
legislative dan sdr. La Dasia, kemudian saya masuk
langsung ke ruang tengah dan yang ada di ruangan tengah
karena semua ibu-ibu ada di ruangan tengah yaltu antara lain
mamanya Linda mamanya Kiki, Yuli dan saya setelah itu
sambil mendengar cerita-cerita Pak Camat Kambu (La Mili,
SE) dan cerita tentang pengalaman masa lalu dan membahas
jalan yang rusak di lorong Torikale. Setelah itu tiba-tiba ada
beberapa orang yang tidak saya kenal namanya masuk ke
dalam rumah saudara Margono kemudian salah satu dari
mereka berkata “Ada Apa ini Pak Camat” Kemudaian
menyuruh teman-temannya untuk merekam / memotret,
setelah itu pak camat (La Mili, SE) b_erdiri dan berusaha
menehangkan orang—drang tersebut namun mereka - tidak
menghiraukan pak camat sehingga pada saat itu juga saya
melihat pak camat langsung keluar keteras rumah saudara
Margono yang diikuti oleh sdr. Riki Fajar S.Ip., M.Si dan sdr.
Sulkham, S.Pd, sdr Margono ‘dan orang-orang yang saya
tidak kenal namanya tersebut diatas. Tldak lama kemudian
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saya melihat pak cama! langsung masuk dalam rumah dan i
pergl manlnggalkan rumah saudara Margono Jevsat dapur
selelah itu orang-orang yang saya lidak kenal namanya tersebut
berusaha mengajak dan mencari Pak Camat, Setelah itu sdr. Riki
Fajar S.Ip., M.Si dan sdr. Sulkhani, S.Pd, dan saudara Margono
masuk kembali ke dalam rumah dan duduk di tempat duduk
mereka semula,” setelah itu sdr. Sulkhani, S.Pd, dan satu
orang anggotanyayang berada di luar untuk masuk ke dalam
rumah pada saat itu juga anggotanya tersebut masuk ke
dalam rumah kemudian: orang tersebut mengeluarkan
beberapa lembar stiker gambar yang berlogo lambang Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) terdapat tulisan “Ayo Lebih Baik”
1. Sulkhani, S.Pd, caleg DPRD Provinsi Sultra dapil 1 Kota
Kendarl, Ketua Umum DPW PKS Sultra dan stlker surat suara
) vpemlhhan umum _anggota Dewan Perwakrlan Rakyat Daerah )
Kota Kendari tahun 2019 daerah pemilihan Kota Kendan 4
Kambu-Baruga dan terdapat tulisan himbauan “Mohon
dukungannya 17 April 2019 Coblos nomor urut 1. Riki Fajar
S.p., M.Si kemudian pada saat itu dibagi-bagiitan stiker
kepada orang-orang yang hadir kemudian saat itu semua ibu-
ibu sempat menanyakan bagaimana caranya mencoblos.
Kemudian saat itu anak dari saudara Margono yang bemama Yuli
menjelaskan warna-wama yang ada di dalam surat suara
pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD
Provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD RI dan Calon Presiden
sefelah itu saudara sdr. Riki Fajar S.Ip., M.Si dan sdr. Sulkhani,
S.Pd, mengucapkan terima kasih kepada kami dan berpamitan
kepada kami. Setelah itu sdr. Riki Fajar S.Ip., M.Si dan sdr.
Sulkhani, S.Pd, bersalaman dengan  kami kemudian

meninggalkan rumah sdr. Margono.

12.Bahwa jika menc;ermati ) keteranga;n Hasan dan Nurnia saat
pemeriksaan tingkat penyidikan (sebagaimana terlampir dalam BAP
berkas pemerisaan perkara a quo), maka akan ditemukan dua
peristiwa hukum yang berbeda (meski kebenaran peristiwa tersebut
tidak diuji dan tidak digampaikan dihadapan persidangan), yakni:
* Peristiwa Hukum Pertama, yakni saat saksi Hasan dan Nurnia

il }
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Camat La Mili dan Pak Margono adalah corlta t;ﬁftfhg
pengalaman masa lalu dan membahas Jalan yang rusak dl
Iorong Torikale, Ialu muncullah beberapa orang yang
melakukan penggerebekan sambal meneriakkan "ada apa |n|
pak camat’ sambal merekam. Pak camat lalu keluar untuk
menenangkan massa, namun karena upaya Camat La, Mili
menenangkan massa tidak dihiraukan, Camat La Mili - lalu
kembali masuk dan keluar meninggalkan rumah Pak Margono
melalui dapur.
Pada peristiwa pertama ini, tegas bahwa tidak ada pemblcaraan
mengenai penawaran visi, misi, program dan/atau citra diri
dalam bentuk bagi-bagi stiker oleh Terdakwa 1, Terdakwa Il dan
Camat La Mili kepada orang-orang yang berada didalam rumah
.. -Pak Margono sebagal bentuk ajakan memlllh Terdakwa I dan

ity i it eg tme b

B T L

= Peristiwa Kedua, yakni ketika setelah penggerebekan selesai,
¥ ‘\ dan orang-orang yang menggerebek meninggalkan rumah Pak
"' Margono, begitupula Camat La Mili telah meninggalkan rumah
Pak Margono, barulah masuk orang yang diduga sebagai
sopir Terdakwa | masuk kedalam rumah Pak Margono
membagi-bagikan stiker caleg aquo kepada Hasan dan
Nurnia.

Secara hukum berkait pada peristiwa kedua ini, jikalau pun
mejalis hakim tingkat banding menerima permintaan Penuntul
Umum agar keterangan Hasan dan Nurnia diterima untuk
dijadikan pertimbangan pada pemeriksaan tingkat banding,
namun keterangan Hasan dan’ Nurnia jika diperiksa secara
cermat maka tersimpulkan pembagian stiker aquo terjadi
setelah Camat La M|I| telah menlnggalkan rumah Pak
Margono. Secara hukum karena keadaan hukum pembaglan
stiker aquo terlaksana setelah Camat meninggalkan rumah Pak
Margono, maka unsur ketiga Pasal 280 ayat (2) UU 7/201'7
yakni “mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye”
menjadi tidak terpenuhi, .notabene kegiatan tersebut tanpa
keikutsertaan/hadirnya Camat La Mili selaku ASN..

!
1 \ S )
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13.:‘:;:\;1;:::::?8(:\‘] t;r::a:l:;vnz:: n(:z;t; lerldak\f‘a Il) bekeberatan jik?lau //

dan Numia ikut masuk ditimba e keterangén Hasan="
ng dalam perkara aquo, selain karena

alasan keterangan Hasan dan Nurnia tidak disampaikan dihadapan
persidangan sebagai syarat nilai “sah” nya keterangan saksi
sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, hal lain adalah
terjadinya pertentangan antara keterangan Hasan dan Keterangan
Numia terhadap keterangan saksi lain yang di BAP saat
pemeriksaan tingkat penyidikan yakni Margono, serta dengan
keterangan Terdakwa |, Terdakwa Il, bahwa setelah kejadian
penggerebekan, Terdakwa |, Terdakwa |l meninggalkan lokasi
rumah Pak Margono tanpa ada kegiatan bagi-bagi stiker.

14.Bahwa jikalau pun Majelis Hakim tingkat Banding mengakomodir
permintaan Penuntut Umum untuk mengakomodir keterangan Hasan
dan Nurnia yang disampaikan pada tingkat Penyidikan, bukan saat
pemeriksaan sidang perkara a quo pada tingkat pertama, namun
keterangan Ahli Dr.Herman, SH, LLM yang berkesesuaian dengan
keterangan Ahli Dr.Hamiruddin Udu, dan Ahli Damang, SH., MH
bahwa pemenuhan unsur “mengikutsertakan ASN dalam kegiatan
kampanye” haruslah dimaknai kagiatan kampanye harus
dilaksanakan secara bersama-sama antara pelaksana/tim kampanye
dengan ASN dimaksud. Sepanjang kegiatan kampanye dilaksanakan
tidak secara bersama oleh Pelaksana/tim Kampanye dengan ASN
atau dengan kata lain kegiatan kampanye berlansung tanpa
kehadiran ASN, maka unsur “mengikutsertakan ASN dalam kegiatan
kampanye” sebagaimana Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 tidak
terpenubhi.

15.Bahwa selanjutnya, Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa )
keberatan dengan Memori Banding Penuntut Umum pada Hal. 9 s.d

10, menyatakan :

“Bahwa = Majelis ~ Hakim tingkat pertama ~ juga tidak
mempertimbangkan barang bukti berupa handphone dari saksi
Lamlh SE yang lelah disita secara sah, dimana dalam hp tersebut
terdepat rekaman percakapan pada Terdakwa baik melalui WA
maupun SMS terkait kejadian sebelum pertemuan, penyusunan
tim pemenangan d/antaranya saksi Margono, penentuan jadwal
pertemuan dengan warga, permintaan La Mili, SE kepada isteri

I
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bempaya untuk mengaburkan fakta dengan mengatur pertemuan-

pertemuan untuk menyusun kelerangan yang seragam terkait
keterlibatan LA Mili, SE. dalam pertemuan tersebut, juga tidak
dipertimbangkan dan drlampllkan oleh Majelis Hakim tingkat
pertama.

Wélaupun dalam fakta hukum dan analisa yuridis yéng telah

dikemukakan ‘diatés, telah 'ierdapat persesuaian yan.g bisa

merujuk kepada adanya pemenuhan unsure pasal yang

diakwakan. Sudah seharusn'y'a mejalis hakim tingkat pertama

lebih menggali fakta hukum dengan menemukan fakta-fakta yang

sengaja disembunyikan, serta sudah seharusnya leblh menggah

_ s o fakta fakta dan seluruh alat bukti yang dlsaj:kan dihadapan
= . pers:dangan " Akan. tetapi . Majells _Hakim... pengadilan _negeri
Kendari justeru menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa
dengan menyatakan Terdakwa tidka terbukti secara sah dan
menyakinkan menurut  hukum melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Bahwa

sebagaimana digariskaan dalam pasal 183 KUHAP yang

berbunyi: Hakim tidak biolah menjatuhkan pidana kepada
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti
yang sah, memperoleh ‘keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah
melakukannya. Lebih lanjut dalam pasal 184 ayat 1 KUHP
menegaskan alat bukti-saksi yang sah adalah keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.
Bahwa apa yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
tuntutan 'nya telah didasarkan dangan fakta hukum dalam
persidangan yakni dari ketérangan saksi- saksi ahli, surat,
petunjuk barang bukti dan bahk;'an kélerangan Terdakwa sendiri,
namun dalam penjatuhan amamya Majelis Hakim lmgkat pen‘ama
menampikkan bukti-bukti yang disajikan sebagaimana yang
terungkap dalam persidangan bahkan mengambil pertimbéngan
sendiri yang }ustru hanya didsarkan pada keterangan Terdakwa
dan keterangan yang Ieb:h menguntungkan Terdakwa dengan
c_ienyk:an patq!lah Majelis Haktm tingkat banding dalam hal ini
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pengadilan tinggi Suléwesrj tenggara dapat membatalkan pq{usci;g A

. -. ":/

Pengadilan Negeri tersebul.”

Alasan Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa Il) berkeberatan
karena fakta persidangan berkait isi dari percakapan WA antara La
Mili dengan Terdakwa | dan Terdakwa Il sama sekali tidak pernah
dikonfirmasi kepada La Mili pada saat pemeriksaan tingkat
penyidikan, sehingga bagairqana muhgkin memastikan originalitas
percakapan 'tersebut benar secara hukum yang . melakukannya
adalah La Mili', notabene Lé Mili tidak hadir dipersidangan sehingga
sulit mengkonfirmasi kebenarén isi petc’akapan, selain itu Terdakwa |
dan Terdakwa |l tidak mengingat apakah benar perqakapan tersebut
benar terjadi karena range waktu percakapan terjadi sekira bulan
Januari 2019, atau sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian kunjugan
kerumah Pak Margono yakni 2 Maret 2019. '

Selain itu, berkenaan dengan percakapan WA antara Camat La Mili
dengan isteri Terdakwa | juga dibantah kebenarannyé oleh Terdakwa
| karena percakapan aquo tanpa sepengetahuan Terdakwa |, serta
bagaimana memastikan benar percakapan a quo dilakukan oleh
isteri Terdakwa | notabene isteri Terdakwa | tidak diajukan sebagai
saksi oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo. Begitupula jika
memeriksa materi percakapan antara La Mili dengan yang diduga
sebagai isteri Terdakwa, materinya tidak relevan dengan perkara
yang didakwakan oleh Penuntut Umum. '

Selanjutnya, saat pemeriksaan tingkat pertama, isi percapakan
antara Camat La Mili dengan Terdakwa | begitupula camat La Mili
dengan Terdakwa |l substansi percakapan isinya “camat La Mil
melakukan penggalangan dukungéh ’reglyg\iian untuk caleg Terdakwa |
dan Caleg Terdakwa \|". Dalam percakapan via WA tersebut tidak
ada yang bermaterikan berkait janji atau jadwal kampanye di rumah
Pak Margono pada Tanggal 2 Maret 2019.

Secara hukum, apakah isi percakapan dapat dikualifikasi sebagai
persiapan pelaksanaan kar!*;panye? Menurut Ahli Dr.hamiruddin Udu
yang dihadirkan oleh Pemlmtut Umum saat pemeriksaan tingkat
pertama, menyatakan percakapan tersebut tidak dapat dikualifikasi

sebagai bagian atau rangkaian kampanye sebagaimana ketentuan
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pasal 280 ayat (2) UU 7/2017.

—

Bahkan, jikalaupun materi percakapan antara Camat La Mili dengan
Terdakwa | serta percakapan Camat La Mili dengan Terdakwa |I
dikualifikasi sebagai bagian rangkaian pesiapan pelaksanaan
kampanye; maka hal tersebut tidak dapat menganlarkaﬁ kita pada
satu kesimpulan hikum bahwa unsur ‘mengikutsertakan ASN” Pasal
280 ayat (2) UU 7/2017 terpenuhi. Hal ini sebagaimana keterangan
Ahli Damahg SH,MH menyatakan bahwa persiapan atau percobaan
pelaksanaan kampanye tidaklah dapat dipidana. Menurut Ahli, unsur
“mengikutsertakan ASN” dpat terpénuhl sepanjang kegiatan
kampanye terlaksana dan Camat selaku ASN ikut melaksanakan
kampanye bersama-sama dengan caleg aquo.

Apalagi, jika menilik lebih cermat konten percakapan tersebut,
nampak nyata bahwa yang aktif melakukan. percakapan adalah
Camat La- Mili kepada Terdakwa | dan Terdakwa. I, dan kontannya

adalah bukan berkait kampanye namun kontennya adalah adanya

PATE itikad dari Camat La Mili menggalang dukungan relawan untuk

| Terdakwa | dan Terdakwa |l. Bahwa jikalau perbuatan Camat La Mili

aquo ingin dikualifikasi sebagai perbuatan terlarang, maka perbuatan

. tersebut haruslah dimaknai sebagai perbuatan terlarang yang

dimaksud dalam pasal 283 UU 7/2018, vyang substansinya

menekankan netralitas ASN dalam Pemilu. Perbuatan tersebut tidak

dapat dikualifikasi sebagai rangkaian pemenuhan Pasal 493 Jo

Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017. Padahal, Ahli Dr.Hamiruddin Udu

- yang juga kapasitasnya saat ini adalah Ketua Bawaslu Sultra

menyatakan, “mengikutsertakan ASN” pgnekanan “keaktifannya” ada

pada caleg. Sepanjang yang aktif'ﬁi‘élibatkan diri dalam kegiatan

kampanye adalah ASN sendiri, bukan atas dorongan/perintah/bujuk

rayu dari Caleg, maka tidak dapat terterapkan ketentuan Pasal 280
ayat (2) khususnya frasa “mengikutsertakan ASN",

Dalam percakapan tersebut, tidak ada materi yang berisikan adanya
bujuk rayu atau perintah dari Terdakwa | dan Terdakwa Il kepada
Camat La Mili untuk mengagendakan kegiatan sosialisasi’lkampanye
di Rumah Pak Margono Tanggal 2 Maret 2019, begitupulai tidak ada
ajakan dari Terdakwa | dan Terdakwa Il kepada Camat La’ Mili untuk
hadir dan ikut melakukan kampanye pada tanggal 2 Maret 2019
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dirumah Pak Margono, apalagi' sebagaimana fakta’ pefs)da%gan, 2/
tingkat pertama terungkap bahwa kunjugan Terdakwa I kerurnah ///

Pak Margono alas undangan dan inisiatif pak Margono, begitupula
halnya dengan Terdakwa | yang hadir ikut berkunjung kerumah Pak
Margono karena diajak oleh Terdakwa |lI. Kegiatan kunjungan

kerumah Pak Margono sama sekali tidak terencana oleh Terdakwa I,

Bahwa dalam memori banding Penuntut: Umum, tidak diuraikan
“konten” atau materi percakapan yang manakah yang dimaksud yang
tidak ditimbang oleh Majelis Hakim judex factie tingkat pertama,
sehingga seandainya konten tersebut - ikut ditimbang dapat
memenuhkan unsur pasal 280 ayat (3) UU 7/2017. _

Begitupula halnya dengan ketentuan Pasal 184 ayat @) KUHAP
yang direfer oleh Penuntut Umum seolah drabalkan oleh Majells

.:'Haklm J/udex factle tlngkat pertama adalah mengada ada Justru

Majelis Haklm judex factie tlngkat pertama “telah. memberlkan
keadilan kepada Terdakwa | dan Terdakwa Il yang menyatakan
bahwa tidak terdapat cukup buktj;da)am perkara aquo untuk
menyatakan Terdakwa | dan TerdakWa I.I bersalah melakukan tindak

pidana pemilu sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut umum.

Bahwa perlu dipahami, original intent sebagai kehendak Pasal 184
ayat (1) KUHAP adalah wujud proteksi atas hak Terdakwa, agai
mendapatkan putusan yang adil, yakni putusan bersalah hanya
dapat dijatuhkan kepadanya jika memenuhi 2 alat bukti yang sah
diyakini oleh Hakim bahwa Terdakwalah Pelakunya. Dan merujuk
pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, akhirnya judex faclie
tingkat pertama menyatakan unsur “dalam kegiatan kampanye”
menjadi tidak terpenuhi. Hal ini dapat diliat pada pertimbangan
Majelis Hakim judex factie tingkat pertama halaman 36, menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diata:.
maka berdasarl_(an fakté hukum dipersidanga_h' bahwa kunjuhga};
dan pertemuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalal
kunjungan biasa dan bukan sebagai kampanye dimana tidah
terjadwal penyampaian visi; misi, dan program atau citra din
sehingga unsure melaksanakan'" kegiatan kampanye - tidal.
terpenuhi;” '
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Attinya, kekhawatiran Penuntut Umum melalui memori bandf?ui'yurm ,
meminta agar ketentuan Pasal 183 Jo 184 ayat (1) KUHAI?
terterapkan dan Terdakwa | dan Terdakwa |l mendapatkan kepastian
hukum yang adil dalam perkara a quo telah diakomodir Majelis

Hakim judex factie tingkat pertama. Karena alasan ketidakcukupan
buktilah yang membulatkan keyakinan Maijelis Hakim judex [factio
tingkat pertama memutus-bebaskan Terdakwa | dan Terdakwa |I.
| Sehingga dengan merujuk pada dalil memori banding Penuntut
Umum yang menekankan pada pemenuhan Pasal 184 ayat (1)
KUHAP, maka tidak cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim tingkal
Banding menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri &

quo, dan menghukum-nyatakan bersalah Terdakwa‘ll dan Terdakwa
I ' '

Il. Tentang Hakim Dalam Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut
Ketentuan Undang-Undang i,

PRETE - c e m vre e cag | ey R oW

. \\\ 1. Bahwa Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa |l) kebeneratan
\ ‘ dengan memori banding Penuntut Umum sebagaimana Hal.10 s.d
‘,/' 11, yang menyatakan:

“Bahwa dari apa yang terurai dari analisa fakta maupun analisa

yuridis Kami dalam tuntutan, jelas menunjukan lelah terjadi
perbuatan kampanye setidak-tidak nya dengan menggunakan
metode pertemuan tatap mika' yaitu pertemuan yang
dilaksanakan oleh peserta pemilu, interaktif, dan dapat
dilaksanakan dalam ruang atau gedung tertutup atau gedung
. terbuka area di ruangan. Dimana berdasarkan keterangan ahli Dr.
Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum dapat dilakukan dengan cara
blusukan atau berkunjung ketempat tinggal warga, hal ini sesuai
dengan kegitan yang dilakukan Terdakwa, walaupun tanpa
dilengkapi dengan pemberitahuan ke kepolisian dan KPU
kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye hanya
melanggar pro-séaurlkar'r-vpanya bé.laka. Salaih..ifd dé/a.n‘r )(eg)'a_tiiri -
tersebut juga telah ternyata adanya kegiatan penyampaian visi-
misi_dan atau citra diri karena dalam kegitan tersebut juga
ditemukan adanya daftar nama-nama pemilih tetap dan tim
pemenang sebagaimana dalam  bukti .rekaman  video

penggrebekan dan bukti pembicaraan lewat pesan Whatsapp
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antara Lu Mili, SE dengan kodun Tordukwu .Sul!n adnnyu s{tkur ’
yang menunjuken logo pannl dan nomor urul serta ajulmn untiik
memilih kedua Te:dakwa sebagai mana barang bukli stiker yang
telah d/lunjukkan d_alam persidangan. Selain itu dalam kegiatan
tersebuf jug‘a telah Ilerp_enuhi kampanye dengan metode
penyebéran bahanﬂknmpanye karena dalam kegiatan ltersebut
ditemukan stiker dari kedua Terdakwa oleh saksi La Aca dan La
Ode Farlin serta berdasarkan keterangan saksi Hasan dan Nur
Lina sebagai mana telah dibacakan dan termuat dalam bukti surat
BAP saksi tersebut, menunjukkan terdapat kegiatan penyebaran
bahan kampanye berupa pembagian stiker yang dilakukan oleh
Terdakwa setelah pak La Mili SE meninggalkan rumah Pak
Margono dan ~selelah saksi La Aca serta rekan-rekannya
meninggalkan tempat tersebut. Sehigga unsur dalam kegiatan
kampanye Pemilu, telah terpenuhi.”

Alasan keberatan Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa [l) karena
Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa
pertemuan/kunjungan Terdakwa | dan Terdakwa Il dirumah Pak
Margono haruslah dikualifikasi sebagai kampanye dengan metode
pertemuan tatap muka adalah tidak berdasar hukum.

Bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam meaknai kampanye
dengan metode tatap muka dalam perkara aquo, karena yang
dimaksud Kampanye dengan metode Pertemuan Tata Muka
sebagimana ketentuan Pasal 28 PKPU 23/2018 tentang kampanye
Pemilihan Umum yakni: pertemuan yang dilakukan secara interaklif,
pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam ruangan tertutup atau
terbuka, atau diluar ruangan, pesertanya dibatasi, bentuk kegiatan
dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas
warga atau tempat umum lainnya. Dalam kampanye dengan metode
pertemuan tatap muka, tidak diperkenankan membawa atau
membagi-bagikan bahan kampanye (stiker).

Jika dikaitkan dengan dakwaan, tuntutan dan uraian memori banding
Penuntut Umum, tetap menguraikan perihal adanya dugaan bagi-
bagi stiker yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa Il.

: : . .
Secara hukum berdasar regulasi kepemiluan, jika terdapat suatu

Lol
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kegiatan kampanye diruangan tertutup dengan bentuk keg|atan\saleh/
satunya adalah kegiatan pembagian bahan kampanye (bagi- bag|
stiker) maka kampanye tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 275
UU 7/2017 Jo Pasal 27 PKPU 23/2018 harus dikualifikasi sebagai
Kampanye dengan melode Pertemuan Terbatas. Namun syaratnya
haruslah terpenuhi syarat Formil dan Materiilnya, yakni terjadwal
lebih dahulu, ‘ada undangan dan memberitahukan rencana kegiatan

tersebut kepada aparat kepollSlan yang dntembuskan kepada KPU
dan Bawaslu secara berjenjang

Artinya, jika suatu pertemuan tersebut dlselenggarakan dldalam
ruangan dengan menyertakan/membawa stiker (bahan kampanye),

maka keberadaan bahan kampanye a quo adalah . ciri kampanye

~dengan metode pertemuan terbatas. Sedangkan, kampanye dengan

metode pertemuan tatap muka, cirinya adalah tidak terdapat bahan
kampanya (stiker). Pertemuan tatap muka hanya sebagatas kegiatan
dialog interaktif antara pelaksana/tim kampanye dengan peserta
kampanye.

Oleh karenanya, dengan adanya bukti stiker (bahan kampanye) yang
diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum, maka secara hukum
keberadaan stiker aquo merupakan ciri suatu kempanye yang
dilakukan dengan metode petemuan terbatas. Dalil memori banding
Penuntut Umum yang mengarahkan opini Majelis Tingkat banding
untuk mengkualifikasi kunjungan Terdakwa | dan Terdakwa ||
sebagai kampanye dengan metode pertemuan tatap muka sehingga
dapat memenuhi unsur “dalam kegiatan kampanye” Pasal 280 ayal
(2) UU 7/2017 adalah tidak berdasar hukum serta potensial
menyesatkan nalar hukum Majelis Hakim tingkat banding.

. Bahwa selanjutnya, sebagaimana keterangan saksi La Aca yang

menyatakan pada saat melakukan penggerebekan tidak mendengar
adanya pembicaraan atau penyampaian visi, misi, program, atau
citra diri oleh Terdakwa | dan Terdakwa Il dan Camat La Mili kepada
peserta yang ada didalam ruangan rumah Pak Margono.

Bahwa hal tersebut terkonfirmasi sebagaimana isi video
penggerebekan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat
penyampaia'n visi, misi, program dan citra diri serta dalam video

tersebut tidak terdapat stiker sebagaimana dakwaanftuntutan serta
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memori banding Penuntut Umum. Keberadaan stiker diluar ruh\ah A
Pak Margono. Apalagi keterangan Terdakwa | dan Terdakwa Il
menyatakan datang sendiri kerumah Pak Margono "dan tanpa,

membawa bahan kampanye (stiker).

3. Bahwa berkait keterangan Hasan dan Nurma yang ada dalam berkas
perkara namun tldak dlsampalkan dihadapan S|dang pemenksaan_
tingkat pertama (Pengadllan Negerl) yang berulang kall dljadlkanv
dalil memon bandlng Penuntut Umum, tidaklah dapat dijadikan
pert|mbangan dalam pemenksaan tingkat Bandlng. notabene Hasan
dan Nurma tldak membenkan keterangan ‘aquo dlhadapan
persidangan. Apalagl keterangan Hasan dan Nurnla pada saat
penyidikan mengalaml penentangan dengan keterangan Margono
saat Penyldlkan serta mengalami pula pertentangan dengan
keterangan Terdakwa | dan Terdakwa Il saat persidangan yang
menyatakan setelah penggerebekan terjadi mereka langsung pamit
dan meninggalkan rumah Pak Margono.

Selanjutnya, jikalaupun Majelis Hakim tingkat banding mengakomodir

memori banding Penuntut umum untuk mempertimbangkan
keterangan Hasan dan Nurnia saat pemeriksaan tingkat penyidikan,
maka perlu ditelaah lebih cermat bahwa yang diterangkan hasan
dan Nurnia saat penyidikan yakni “pembagi-bagian stiker di
rumah Pak Margono terjadi setelah penggerebekan berlansung
dan setelah Camat La Mili meninggalkan rumah Pak Margono”.
Artinya, pun _jika _pembagian stiker tesebut diangap sebagai

o kampanye sebagaimana keterangan Hasan dan Nurnia ditingkat

Penvyidikan, maka _kegiatan _tersebut tidka memenuhi _unsur
“menqikutsertakan ASN” Pasal 280 avat (2) UU 7/2017, karena
Camat La Mili selaku ASN sudah tidka berada dilokasi rumah Pak

Marqono dan bukan Camat La Mili yang membagi-bagikan stiker

)

tersebut. '

4. Bahwa berkait adanya daftar nama-nama saat penggerebekan
terjadi sebagaimana keterangan  Dr.Hamiruddin Udu saat
persidangan tingkat pertama bahwa daftar nama-nama tersebut
bukanlah materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam.keténttjan
Pasal 1 angka 35 UU 7/2017. Selain itu, keterangan Terdakwa |- dan
Terdakwa Il menyatakan bahwa mereka (Para Terdakwa) sama
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sekali tidak mengetahui perihal daftar nama-nama yang ada diatas
meja dalam rumah Pak Margono. Keitas yang berisi daftar nama-
nama tersebut bukan dibawa oleh Terdakwa | dan Terdakwa I.

Keterangan saksi La Aca dalam persidangan tingkat pertama
menyatakan nama-nama yang tertera dalam kertas aquo- adalah
nama-nama yang diduga sebagai daftar pemilih, bukan berisikan
materi kampanye dalam bentuk ajakan memilih Terdakwa | dan

Terdakwa Il.

5. Bahwa keterangan Ahli Dr.Herman SH,.L.LM menyatakan delik
sebagaimana Pasal 493 Jo 280 ayat (2) UU 7/2017 adalah delik
formil, artinya dapat terkualifikasi sebagai delik jika perbuatannya
selesai (terlaksana): Fakta ' persidangan terungkap bahwa saat
kunjungan Terdakwa | dan Terdakwa Il di rumah Pak Margono
senyatanya tidak ada penyampaia_nyis_i, n_1isi, prograr.n‘dIa'n _a_tgu_ci_tz_ar
diri melalui bagi-bagi stiker. Sehingga dengan demikian, unsur
“dalam kegiatan kampanye” Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 secara
hukum tidak terpenuhi.

Keterangan saksi La Aca menyatakan saat penggerebekan terjadi,
saksi tidak mendengar adanya p'ény‘ampaian visi, misi, program
dan/atau citra diri melalui bagi-bagi stiker didalam rumah Pak
Margono oleh Terdakwa I, Terdakwa Il dan Camat La Mili.

Bahkan, jika memeriksa secara detil isi video penggerebekan,
tampak bahwa Camat La Mili sedang berdiri dalam ruangan rumah
Pak Margono dan selanjutnya meninggalkan rumah Pak Margono.
. Begitupula posisi Terdakwa | dan Terdakwa Il dalam isi video tampak
sedang tidak melakukan apa-apa, tidak ada kegiatan menyampaikan
visi, misi, program dan atau citra diri, termasuk dalam video tidak

terdapat stiker dalam rumah Pak Margono.

6. Bahwa begitupula halnya keterangan Ahli Dr.Hamiruddin Udu yang
berkesesuaian. dengan ketérangan Ahli Damaﬁg‘j;r SH,M.H bahwa
unsur “mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017
haruslah dimaknai ASN harus adan dan aktif bersama pelaksana/tim
kampanye melakukan kampanye, serta keikutsertaannya harus
merupakan hasil dari ajakan atau perintah atau bujuk rayu dari
Terdakwa | dan Terdakwa |I. i

(8- FRIAL
VA e N
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Faklta persidangan sebagaimana keterangan saksi L\a\‘tAca
menyatakan saat penggerebekan terjadi tidak ada penyemf;é\'ié‘n“-
visi,misi, program dan/atau citra diri oleh Terdakwa |, Terdakwa ||
dan Cmat La Mili. Keterangan saksi La Aca aquo dibenarkan oleh
Terdakwa | dan Terdakwa Il bahwa materi pembicaraan saal
penggerebekan terjadi adalah berkait “situasi kampus baru unhalu

yang dahulu banyak premanisme”.

. Bahwa Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa Il) keberatan dengan

memori banding Penuntut Umum hal.“l(')' yang menyatakan:

“Bahwa dari uraian perbuatan Para Terdakwa dalam tuntutan
kami menunjukan adanya perbuatan Para Terdakwa yang
mengikutsertakan' seorang ASN yakni ‘saudara La Mili, SE
selaku Camat Kambu dalam kegiatan kampanye, dimana secara
sadar dan sepenuhnya mengetahui bahwa sejak bulan Januari
2019 Para Terdakwa telah terlibat percakapan dengan saucll.ara |
La Mili, SE dan telah mengetahui secara pasti bahwa saudara
La Mili SE sebagai Camat Kambu, namun Para Terdakwa
bukannya menghentikan hubungan yang terjalin atau melarang
atau menghindari hubungan dengan saudara La Mili, SE, justru
membiarkan dan tetap melibatkan saudara La Mili, SE, dalam
kegiatan perfemuan tatap muka yang digelar di kediaman Pak
Margono secara aktif dan penyebaran bahan kampanye.
Dimana La Mili, SE merupakan ASN yang terangkat menjadi
PNS/ASN pada bulan Maret 1999 dengan NIP. 1971 1231 1959
0310 45 dan menjabat sebagai Camat Kambu mulai tanggal 27
Februari 2017 berdasarkan surat: pernyataan pelantikan nomoi
824.3/1140/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani
oleh a.n Walikota Sekertaris Daerah Kota Kendari Dr. Alamsyah
Lotunani, SE, M.Si dengan demikian, unsur dilarang mengikut
sertakan ASN telah terpenuhi.”

8. Bahwa memori banding Penuntut Umum sebagaimana hal.10 a quo

tidak menguraikan secara terang perihal alat bukti manakah yang
diajukannya yang memenuhkan unsur ‘mengikutsertakan ASN"
Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017.

Fakta pemerikgaan sidang, bukti percakapan WA antara Camat La
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Mili dengan Terdakwa | dan Terdakwa Il sama sekali kontennya oy
bukan mengenai persiapan kegiatan kampanye dirumah Pak

MArgono tanggal 2 Maret 2019.

Isi percakapan WA tersebut berkait adanya upaya dari Camat La Mili
yang melakukan penggalangan relawan untuk Terdakwa | dan
Terdakwa |l. Selain itu, percakapan melalui WA a quo terjadi pada
bulan Januari 2019 atau sekira 1 bulan sebelum kegiatan Kunjungan

ke rumah Pka MArgono tanggal 2 Maret 2019.

Keterangan Ahli Dr.Hamiruddin Udu saat ditunjukkan isi percakapan
WA tersebut oleh Penuntut Umum saat persidangan tingkat pertama
menyatakan bahwa percakapan tersebut bukanlah yang dimaksud
sebagai kampanye dan mengikutsertakan ASN dalam kampanye
sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017.

Lebih lanjut kete.rangan Ahli Dr.Herman,SH,LLM dan Ahli Damang
SH,MH menyatakan perihal persiapan atau percobaan kampanye
tidaklah dapat dikualifikasi sebagai delik, karena perbuatan terlarang
sbegaimana dimaksud ketentuan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2)

UU 7/2017 termasuk Kualifikasi mala prohibita atau pelanggara.
Secara hukum persiapan/percobaan pelanggaran tidaklah dapatl
dipidana.

Ahli Damang,SH,MH menyatakan frasa “mengikutsertakan ASN"
terukur dengan adanya sikap batin dari ASN yang ditunjukkan
dengan bentuk “ikut melakukan kampanye” sebagaimana kampanye

. yang dilaksanakan oleh Pelaksana/Tim Kampanye.

Selain itu, Ahli  Dr.Herman,SH,MH menyatakan unsur
“mengikutsertakan ASN" terukur dengan adanya tindakan dari
Pelaksana/Tim Kampanye yang menyuruh atau membujuk ASN

sehingga ikut terlibat dalam melaksanakan kampanye.

Ahli Dr.Hamiruddin Udu juga menyatakan bahwa’jika ASN nya yang
aktif atau melibatkan diri tanpa adanya perintah/arahan/bujuk rayu
dari Terdakwa | dan Terdakwa Il, maka keadaan tersebut bukanlah
yang dituju oleh Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017. “Keaktifan ASN"
sehingga ASN dapat dikualifikasi ikut serta melaksanakan kampanye
haruslah datang dari Pelaksana/Tim Kapmany'e in casu Terdakwa |
dan Terdakwa |l, keaktifan ASN aquo haruslah merupakan hasil
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perintah/bujuk rayu dari Terdakwa | dan Terdakwa II. BahkaQ\Ahh " /

Dr.Hamiruddin - Udu  menyatakan, secara hukum bukanlah

pelanggaran jika ASN datang menghadln kampanye dengan tujuan

untuk mengetahui visi, misi, prograM beserta pemilt, sepanjang
ASN tersebut pasif dan tidak aktif ikut berkampanye.

Bahwa percakapan yang dilakukan oleh Camat La Mili kepada
Terdakwa | dan Terdakwa Il tidak dapat dikualifikasi sebagai
rangkaian kampanye untuk memenuhkan unsur “mengikutsertakan
ASN", sebab jika memeriksa materi percapakan a quo bukanlah
berisi materi kampanye (menawarkan visi, misi, program dan/atau
citra diri) dan bukan pula berkait janji untuk melaksanakan kampahye
dirumah kediaman Pak Margono Tanggal 2 Maret 2019.

Bahwa unsur “mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) uu 7/2017

tidak terlepas dari unsur "dalam keglatan kampanye

artinya
rangkaian komunikasi WA tersebut terukur dengan apakah ada fei

R e materiil dari Terdakwa | dan Terdakwa |l bersama-sama Camat La
S “,}___"_,;'/' \ ) Mili melaksanakan kampanye didalam rumah Pak Margono tanggal 2
\,‘ ; X ':,,' Maret 2019. Fakta persidangan tingkat pertama terungkap melalui
, keterangan saksi La Aca yang berkesesuaian dengan Keterangan
Terdakwa | dan Terdakwa Il yang'berkesesuaian pula dengan isi
video bahwa tidak ada kegiatan rﬁéhy'érﬁpaikan visi, misi, program

dan citra diri melalui bagi-bagi stiker yang dilakukan secara bersama

oleh Terdakwa | dan Terdakwa Il di dalam Rumah Pak Margono
tanggal 2 Maret 2019.

Keterangan Ahli Dr.Herman, SH, LLM menyatakan bahwa unsui
“mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 terpenuhi
sepanjang telah ada feit materiii yang menunjukkan adanya
perbuatan kampanye bersama oleh Terdakwa | dan Terdakwa ||
bersama dengan Camat La Mili. Dalam kasus a quo, tidak terdapat
feit materiil yang -menunjukkan adanya kémpanyen yang dilakukan
oleh Terdakwa | dan Terdakwa Il bersama-sama dengan Camat La
Mili.

10.Bahwa berkait adanya percakapan WA antara Camat La Mili kepada
Terdakwa | dan Terdakwa |l yang isi percakapannya yaitu Camat La
Mili ikut menggalang relawan pemenangan untuk Terdakwa | dan
Terdakwa |l adalah perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan

SRR
E R N
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lerlarang  dengan Pasal tersendiri yakni Pasal 283 UU :-:7;'/291‘7"," F

ditujukan bukan kepada Pelaksana/Tim Kampanye, namun kepada
ASN.

Bahwa berkait bukti percakapan Wa yang dijadikan bukti dalam
perkara aquo oleh Penuntut Umum, tidak satupun kontennya
menunjukkan adanya tindakan aktif dari Terdakwa | dan Terdakwa ||
yang menyuru/memerintahkan/membujik Camat La Mili untuk hadir
dan berkampanye di rumah Pak Margo,no pada tanggal 2 Maret
2019, dan mempri banding tidka meyebUt secara spesifik konten
pembicaraan yang manakah yang dimaksud memenuhi unsur “dalam
kegiatan kampanye serta unsur“mengikutsertakan ASN" Pasal 280
ayat (2) UU 7/2017. _ |
Bahkan, 'kete‘r_gmgan Terdakwa | dan Terdakwa I menyatakan
mereka bertemt.xv Camat La Mili pertama kalinya yakni pada saat
dirumah ‘Pak Margono dan' kunjungan kerumah - Pak--Margono
bukanlah sesuatu yang direncanakan, terlebih bagi Terdakwa Il yang

hadir berkunjung kerumah Pak Margono karena memenuhi ajakan
Terdakwa |. '

Begitujuga ketika penggerebekan berlasung, Terdakwa | dan
Terdakwa Il baru saja masuk didalam rumah Pak Margono dan
materi pembicaraan adalah seputar kehidupan di Kampus Baru,

bukan berkait materi kampanye menawarkan visi, misi, program dan
atau citra diri melalui bagi-bagi stiker pencalegan.

12.Bahwa terkait Majelis Hakim judex, factie tidak mempertimbangkan

bukti percakapan WA yang diajukan Penuntut umum Idalarn perkara

a quo menurut Terbanding (Terdakwa | dan Terrdakwa 1)

pertimbangan tersebut telah tepat, hal mana bukti percakapan a quo
senyatanya materinya bukan berkait kampanye dan bukan juga
berkait ajakan atau-janji bersama antara Terdakwa | dan Terdakwa ||
dengan Camat La Mili untuk fnelakukan kampanye di Rumah Pak

Margono tanggal 2 Maret 2019, sudah sepatutnya secara hukum
ditampik Majelis Hakim tingkat pertama.

13.Bahwa berkait perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan

judex factie tingkat pertama dalam menilai apakah kegiatan
kunjungan di Rumah Pak Margono oleh Terdakwa | dan Terdakwa I
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yang disnatl bersamnan hadlir Camat La Mili dapat dlkl(’ihlﬂk.mu’t
memenuhi- unsur Pasal 403 Jo Pasal 280 ayat (2) UU 71204 /,
seharusnya  diletakkan dalam porspektif yurldlb, sehingga harus
dmhnl fakla hukum yakni: (1) apakah pada kunjungan tersebut ada
feit materiil dari Tordakwa | dan Tordakwa I molakukan afakan
memilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra din
melalu agi-bagi stiker?, (2) apakah Camat La Mili secara aktif
melakukan kampanye sebagaimana yang dilakukan oloh Terdakwa |
dan Tendakwa I)? (3) apakah kehadiran Camat La Mili - atas
perintah/ajakan/bujuk rayu dari Terdakwa | dan Tordakwa 1?, (4)
apakah Camat Lé Mil/' ikut melakukan kampanye dan perbuatar
tersebut atas pe/mlah/ajakan/bu;uk rayu - dari Terdakwa | dan
Terdakwa lI? ' R

" Fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi La Aca yang
berkesesuaian dengan.isi video terungkap bahwa tidak ada kegiatan
kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa | dan Terdakwa Il serta
Camat La Mili didalam rumah Pak Margono. Begitupula keterangan

saksi Kartinem (istri dari Pak Margono) menyatakan bahwa kunjugan
o Terdakwa | dan Terdakwa Il kerumahnya sama sekati tidka
it direncanakan dan sebagai istri tidak pernah mengetahui perihal akan
adanya kunjungan tersebut. Saksi Kartinem juga menyatakan tidka
pernah menghubungi atau mengundang warga sekitar untuk datang
hadir dirumahnya karena akan ada sosialisasi’lkampanye dari
Terdakwa | dan Terdakwa Il bersama Camat La Mili. Bahkan
keterangan saksi Kartinem menyatakan bahwa Camat La Mili sudah
seriang berkunjung kerumahnya, karena ada rencana pengerjaan
jalan di lorong tempat tinggal saksi Kartinem.
14.Bahwa satu-satunya keterangan yang menyatakan adanya pembagi-
bagian stiker didalam rumah Pak Margono adalah keterangan yang
diungkapkan oleh Hasan dan Nurnia pada saat penyidikan, namun
keterangan Hasan" dan Nurnla aquo bukanlah-keterangan yang
diberikan saat persidangan tmgkat pertama
Akan tetapi, jika Majelis Haklm tmgkat banding tetap akan
mempertirﬁbangkan keterangan Hasan dan Nurnia yang diberikan
dalam penyidikan (bukan dihadapan sidang tingkat pertama), maka
unsur “mengikutsertakan  ASN"  dalam  kegiatan

kampanye
sebagaimana Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 tidak terpenuhi, karena
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keadaan bagi-bagi stiker oloh Sopir Tordakwa | torjad\"i,égit.élah ..'/
Camat La Mili sudah moninggalkan rumah Pak Margoﬁb\-‘étga;u'f"/
Camat La Mili telah meninggalkan Rumah Pak Margono. '
.Bahwa selain itu bagaimana mungkin bukti 'percapakan WA antara

Camat La Mili dengan Terdakwa | dan Terdakwa Il dapat digunakan
“mengikutsertakan ASN" Pasal

an tersebut tidka

sebagai bukti pememnuhan unsur
280 ayat (2) UU 7/2017, notabene isi percakap
berkait kampanye atau janji kampanye, serta isi percakapan tersebut
sama sekali tidka pernah dikonfirmasi kebenaranhya kepada Camat
La Mili, apakah benar Camat La Mili yang membuat dan
mengirimkan pesan via Waa quo, hal mana Camat La Mili‘tidak
pernah diperiksa dihadapan sidang pemeriksaan tingkat pertama,
selain itu percakapan aquo jugé tidak pern»ah ditanyakan selama
pemeriksaan ti‘ngkat penyidikan. dari sisi prinsi;ﬂ. pembuktian,
percakapan . aquo tidaklah . memiliki nilai pe_mbuktian.,u;n_;y}g dapat
digunakan menghukum Terdakwa | dan Terdakwa Il.

Begitupula halnya dalam memori banding Penuntut Umum yang
mencoba menggiring opini Majelis Hakim tingkat Banding bahwa
Terdakwa | dan Terdakwa Il tidka melakukan upaya menghindari
atau menghentikan komunikasi dengan Camat ASN untuk menarik
suatu simpulan ada rangkaian perbulr;\tar‘\‘untuk memenuhi unsur
Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 adalah sesat adanya. Tidak ada
satupun kewajiban hukum bagi Terdakwa | dan Terdakwa Il untuk
membatasi komunikasi dengan ASN karena komunikasi sifatnya
ranah privat, apalagi fakta dalam percakapan WA aquo menunjukkan

yang aktif membangun komunikasi adalah Camat La Mili.

Menurut Ahli Dr.Herman, SH, LLM bahwa hukum tidaklah boleh
mengekang privasi individu, termasuk dalam berkomunikasi, apalagi
senyatanya konten komunikasi a quo bukanlah berkait kampanye.
Begitupula keterangan Terdakwa | menyatakan bahwa sebagai
Caleg tidak mungkin menutup diri dari pihak lain yang ingin
berkomunikasi dengannya dan nomor terlpon Terdakwa | dan
Terdakwa |l diketahui oleh publik.

- Berikutnya, jia mencermati isi komunikasi via WA tersebut, nampak
pahwa yang aktif melakukan komunikasi kepada Terdakwa | adalah
Camat La Mili, bukan Terdakwa | yang aktif menghubungi Camat La

;.‘4"" i

Halaman 59 darl 72 Hal. Turunan Putusan No. 47/PID.SUS/2019/PT KDi

Scanned by CamScanner



Mili. Dari bukli print out percakapan a quo nampak bahwa Terdakw }f /
N

tidak merespon Upaya Camat La Mili berkomunikasi secara\akhf’

kepadanya '

Begltupula halnya komunikasi antara Camat La Mlll dengan
Terdakwa |l adalah kumunlka5| yang berisi dukungan relawan dari
Camat La Mlll kepad Terdakwa Il dan komunikasi tersebut
dilaksanakan jauh hari atau 2 (dua) bulan sebelum kegiatan
kunjungan dxrumah Pak Margono Isi komuniasinya :pun bukan
berkait kampanye atau janji untuk berkampanye bersama di

kediaman Pak Margono tanggal 2 Maret 2019.

Jika komunikasi antara Camat La Mili dengan Terdakwa | dan
Terdakwa |l coba ditarik-simpulkan sebagai perbuata‘n terlarang,
maka perbuatan tersebut hanya terkualifikasi sebagai pelanggaran
netralitas ASN sebagalmana ketentuan Pasal 283 UU 712017 tndak‘
dapat dlkuahflka3| sebagai perbuatan. yang. dituju. oleh. ketentuan
PAsal 280 ayat (2) UU 7/2017.

16.Bahwa Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa ll) keberatan dengan

memori banding hal.13, menyatakan:
“Bahwa sebagai analogi hukum sederhana dengan melakukan
pendekatan secara logika hukum, maka tidaklah mungkin
seorang pelaksana kampanye hadir ditengah pemukiman warga
dengan dihadiri oleh orang-orang yang dianggap dituakan kalau
bukan untuk melakaukan kampanye dengan menyampaikan visi
misi, program, atau setidak-tidaknya Citra diri dari pelaksana
kampanye tersebut, ditambah lagi dengan fakta terdapat bahan
kampanye berupa stiker, sehingga sudah sepatutnya Majelis
Hakim dapat menarik benang merah:dari fakta-fakta yang terjadi
dimuka persidangan. Selain itu, dalam ketentuan adalam Pasal
tidaklah mestinya penyebaran tersebut dilakukan oleh pelaksana
kampanye dan-atau tim kampanye, sepanjang calon Anggota
Legislatif berada ditempat yang sama dengan tempat
pembagian stiker berlangsung sudah dapat masuk kedalam
ranah citra diri. Sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat
Pertama mempertimbangkan kekhususan Undang-Undang
Pemilu dan luasnya cakupan unsure sehingga mampu
ditafsirkan secara ganda sesuai dengan kepentingan dan
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banyak memiliki cela yang dapat dijadikan “way escape unluk
nmnghlndan pemidanaan, sehingga diporlukan kacorma!an/
hakim dalam menggali fakta-fakta lebih dalam Iag/ dengan
mempertimbangkan alasan-alasan diluar Yuridis karena Neg Jara

kita menganut system pembuktian Negatief wettehjk ”

Keberatan Terbanding (Terdakwa | dan Terdakwa |l)- karena

Penuntut Umum mencoba membagun analogi hukum ; dengan
memberikan tafsir secara ekestensif suatu keadaan . untuk
dikualifikasi sebagai kampanye, padahal dalam hulgpm, pidana
dikenal prinsip legalitas, yang salah satu makna dari prinsip. legalitas
yakni ketentuan pidana harus dltafe'.lrkan secara ketat dan larangan
analogi (nullum crimen nulla poena sine lege stricta) atau Iex stricta
(Eddie O.S Hlarlej 2002:35). -

Dengan - prm5|p lex. -stricta maka ‘kampanye’ haruslah . dimaknai
restriktif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yakni
“kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta
pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi,

program dan/atau citra diri peserta pemilu”. Artinya, dalam kasus a
quo suatu perbuatan dapat dikualifkasi sebagai perbuatan
“kampanye” jika terbukti adanya feit materiil menyampaikan visi, misi,
program dan/atau citra melalui bagi-bagi stiker oleh Terdakwa I,
Terdakwa |l dan Camat La Mili.

Begitupula hanya dengan pemenuhan unsur Pasal 280 ayat (2) UU
7/2017, haruslah terpenuhi adanya feit materiil dari Terdakwa | dan
Terdakwa Il dengan Camat La Mili yang melakukan kampanye
secara bersama, dan akfinya Camat La Mili melakukan kampanye
karena perintah/ajakan/bujuk rayu oleh Terdakwa | dan Terdakwa II.
Notabene fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi La Aca
yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa | dan Terdakwa ||
yang berkesesuain pula dengan isi video penggerebekan

menunjukkan tidak ada kegiatan menawarkan vusu, misi, program

dan/atau citra diri melalui bagi- bag| stnker oleh Terdakwa | dan

Terdakwa Il dengan Camat La Mili.

Bahwa berkait hadirnya Camat La Mili dirumah Pak Margono disaat

yang sama ketika Terdakwa | dan Terdakwa Il melakukan kunjungan

’
kerumah Pak Margono adalah suatu kebetulan apalagi keterangan
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g menyatakan bahwa Camat La Mili -

saksi Kartinem dihadapan sidan
apalagi ada rencana

unjung kerumahnya,
ang akan dibangun dengan cara

bagai tokoh masyarakat di
pembangunan jalan

sudah sering datang berk
pengaspalan lorong torikale 'Yy
swadaya, dan posisi pPak Margono se

Lorong Torikale akan membentuk kepanitiaan

tersebut.
t status keberadaan stiker dilokasi rumah Pak
a | dan Terdakwa |

Para Terdakwa sama

Sedangkan, berkai

Margono, sebagaimana keterangan Terdakw

kesesuaian dengan isi video bahwa

yang ber
argono tanpa membahwa

sekali datang berkunjung kerumah Pak M
erangkan bahwa orang yang

bahan kampanye. Terdakwa | men
tidak pernah

caleg milknya 'sama sekali

membawa stiker
erdakwa telah meminta sopirnya untuk

diperintahannya, bahkan T

menunggunya dimobil karena merasa kunjungannya akan berjalan

singkat. 5 ilee @y _
a dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi

Selanjutny
dan keterangan

La Aca yang perkesesuaian dengan isi video

Terdakwa | dan Terdakwa Il bahwa didalam rumah Pak Margono

tidak ada kegiatan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri

melalui pembagian stiker caleg.

Hal yang sama diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Hamiruddin Udu,

bahwa suatu keadaan disebut kampanye jika ada kegiatan

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri melalui bagi-bagi

stiker. Sepanjang tidak terdapat kegiatan dimaksud, maka keadaan

tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai kampanye.

Jikalau mengikuti alur fikir Penuntut Umum yang menyatakan
kegiatan kumpul-kumpul sepanjang ada (hadir) caleg, ASN dan
notabene Caleg tersebut membawa stiker (misalnya didalam
tasnya) maka dapat dikualifikasi... sebagai pelanggaran
sebagaimana ketentuan PAsal 280 ayat (2) UU 7/2017, maka
Terbanding yakin Pengadilan Negeri akan p;nuh aan sesék
dengan dakwaan pelanggaran kampanye tindak pidana pemilu
sebagaimana Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017, karena senyatanya
menjadi pengetahuan umum bahwa stiap caleg Yyang
berkontestasi selalu molakukan sliaturahim atau kunjungan

kepada pemilih. .
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No.176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tanggal 30 April 2019. % it/

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingyi
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdii
dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari
tanggal 30 April 2019 nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi beserta semua bukti-

| buktinya, ~dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut
i Umum  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan
| Pengadilan  Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor
176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi dengan pertimbangan dibawabh ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding

T e———

lebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya kontra memori banding menyangkut
kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara pemilu ini
yang menyatakan : Putusan bebas tindak pidana pemilu tidak dapat di banding ;

' Menimbang, bahwa tentang kewenangan memeriksa dan mengadili
. Pengadilan” Tinggi dalam perkara ini dan- perkara: pemilu--bisa -atau - tidaknya

} dlajukan banding , Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut -

c(

.lv‘ ‘L ’5 ahwa dalam perkara tindak pidana pemilu ini pemeriksaan perkaranyu

':' / f / ditentukan dalam jangka waktu yang singkat sebagaimana ketentuan

%= _’;,'-' pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 7 hari perkara
harus sudah diputuskan;

- Bahwa perkara pemilu yang diputus bebas di Pengadilan Negeri jika dilakukan
upaya hukum kasasi hal ini memerlukan waktu yang cukup lama ( lebih dari 7
hari ) oleh karena itu azas dalam peradilan dengan cepat dan sederhanz,
biaya ringan dalam penegakan hukum di Pengadilan sulit tercapai ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi merupakan Peradilan terakhir dalam menangani
perkara pemilu ini , jika terdap[at putusan bebas dalam undang undang
Pemilu tidak tercantum kalimat upaya hukum kasasi, sehingga teput

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan terakhir dalam memeriksa dan
mengadili perkara ini ;

- Bahwa pemeriksaan di Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan adanya
keadilan bagi pencari keadilan, dalam perkara tindak pidana pemilu jika ada
terdakwa dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana dalam
Undang Undang pemilu disediakan upaya hukum banding maka denii
keadilan atau keseimbangan hak Penuntut Umum dan terdakwa serta

masyarakat dalam perkara yang dijatuhi putusan bebas seharusnya juga
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disediakan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi untuk memenk\sa vdan/
memutus perkara putusan bebas :

Bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menyatakan demi
rasa keadilan bagi masyarakat , Penuntut Unﬁllm . Terdakwa dan Pengadilan
menerapkan azas sederhana,cepat biaya ringan maka putusan bebas yang
dijatuhkan Pengadilan Negeri dapat diperiksa oleh Pengadilan Tinggi;

Dari adanya uraian diatas, disimpulkan bahwa Penuntut umum berhal
mengajukan perkara bebas perkara pemilu dengan upaya hukum banding ke

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa 'dan memutus
perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang dalil memori banding penuntut umum yang
menyatakan Majelis Hakim pengadilan negeri telah mengadili.dengan tidak
melaksanakan ketentuan undang-undang dan tidak menerapkan'peraturan hukurn
sebagaimana .mestinya d.engao_.me.nyatakar) Majelis  Hakim leblh FQ,’.‘@!‘Q
mengambil pertimbangan dengan apa yang dikemukakan Terdakwé dan tidak

;\.\. 3 memperhatikan bukti-bukti yang telah disajikan oleh penuntut umum;
\,\ Vv “.

} Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa

b g / dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

\‘-..:L -

v,.__<

_*l.,”/ Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor :176/Pid.Sus/2019

7

/PN.Kdi dan telah membaca, memperhatikan, 'nig_emqyj banding yang diajukan oleh
Penuntut Umum

4 V-,,.,._T-_....

serla kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat

Hukum Para terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai
berikut :

. Bahwa putusan Pengadilan harus mempertimbangkan semua fakta
yang terungkap dalam  sidang antaré lain  keterangan
terdakwa,saksi,surat,petunjuk dan lain lain sebagai alat bukti ;

- Bahwa didalam mengadili perkara pemilu Majelis Hakim harus bijak
karena acara pemeriksaan yang oleh undang-undang dituntut harus
cepat, maka apabila ada saksi yang telah dipanggil secara sah namun
tidak hadir tanpa ada alasan, seyogyanya keterangan saksi-saksi yany
telah disumpah yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan penyidik
dapat dibacakan, begitupula surat-surat bukti yang telah terlampir
didalam berita acara pendahuluan tidak boleh dikesampingkan malah
dijadikan dasar untuk menemukan fakta hukum dalam suaty masalal
sejalan dengan pasal 162 KUHAP ;

Pty
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Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah walaupun tidak dlbacak.m B /
dalam persidangan karena surat /BAP penyidik dibuat oleh pejabat yang’ -
wenang dan nilai keterangan saksi dibawah sumpah dalam penyldlkun
adalah sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah dalam
persidangan maka keterangan saksi dibawah sumpah dalam BAP

Penyidik dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti dalam memutus
perkara ini ;

Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan

hukum dan amar putusan PengadilanNegeri Nomor 176/ Pid. Sus
12019 /PN.Kdi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Nomor
176/Pid.Sus/2019/PN,Kdi_dengan pertimbangan dibawah ini ;

Menlmbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum dldasarkan pada
pasal 493 jo. pasal 280 ayat (2) huruf f undang undang nomor 7 tahun 2017
“terhadap pemilihan umum jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur

i $incjak pidana sebagai berikut :

- 1. Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu.

2. Dalam kegiatan pemilu mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN
3. Yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu “setiap pelaksana
dan/atau tim kampanye pemilu” Majelis Hakim tinggi sependapat dengun
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya Majelis
Hakirn Pengadilan Tinggi juga menyatakan b\ar’\.vy.a' unsur dakwaan pertama Jaksa
Penuntut Umum tersebut telah terbukti bahve IPara {erdala merupakan
pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu;

Unsur kedua : Dalam kegiatan pemilu mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara
(ASN ;
Menimbang, bahwa- dalam -fakta sidang Pengadilan -Negeri Kenduri

terdapat fakta faKta sebagai berikut :

. Bahwa saksi La Aca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
Bahwa pada saat tiba di rumah pak Margono, saksi melihat seorang
melihat para Terdakwa bersama dengan seorang Camat yang bernania

La Mili serta lelaki yang saksi tidak kenali berada dalam rumah Margono
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yang ada di atas meja yang diduga milik para Tardakwa, Ry ..i ‘:,
- Bahwa kelerangan ahli Damang,S.HM.H, Bahwa pelaksana kampanye

dalam memberikan visl, misi, program, dapat kita lihat dalam UU

Perencanaan Pembangunan Nasional, pengertian Visi adalah cita-cita yarg
hendak dicapai, Misi adalah upaya-upaya yang dilakukan sedangkan
program adalah kegiatan yang dilakukan, Citra Diri dapat berupa logo,
gambar dan nomor urut peserta pemilu ;

- Bahwa keterangan saksi ASRIL,Sos,Msi, Komisioner KPU Kola
Kendari , yang disumpah dalam BAP menerangkan bahan kampanye
adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi,misi,program
dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu,simbol atau tanda
gambar yang disebar untuk keperluan kampar;ye yang bertujuan untuk
mengajak orah‘g memilih peserta pemilu tertentu ;

Bahwa dipersidangan terdapat barang bukti berupa 9. lembar stiker an.
RIKI FAJAR, S.IP., MSi., 37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd, 1
keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekan berdurasi

( 2 menit 50 detik, 1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari

' Nomor; 375 Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah

S disahkan.
1 lembar foto copy daftar lampiran Il Keputuéan Walikota Kendari No:
375 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang didalamnya terdapat
nama LAMILI, SE degan jabatan lama Lurah Lalolara menjadi Pj. Camat
Kambu Kota Kendari.
1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor:
B 824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an.
Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI,
SE, M.Si
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan La Mili, SE dapat diketahui dari
bukti surat berupa print out percakapan melalui HP antara Riki Fajar
S.lp., M. Si' dengan La Mili, SE tertanggal 6 januari 2019 dimana acla
informasi yang diberikan oleh La MIII SE kepada Riki Fajar S.Ip., M.5i
Terdakwa Il tentang daftar TPS beserta petugas dengan nomor HP nya
sesuai permintaan Riki Fajar S.lp., M.Si dan selanjutnya tanggal 30
Januari 2019 La Mili, SE menginformasikan kepada Riki Fajar S.Ip.,
M.Si dimana seseorang bernama La Lihi siap jadi tim pemenangan di
Lorong Bangau Kec. Kambu di tanggal 6 Januari 2019 tersebut La Mili
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luga inform

!
asikan kepada Riki Fajar S.Ip., M.Si dengan meﬁgété}f?ﬁff;f/"
hanti sekaligus pertemuan dengan lim Sulkhani, S.Pd / Terdakwa | ="
- Bahwa sesyaj dengan kelerangan..sa}(si Margono dibawah sumpah
dalam berita acara pemeriksaan peﬁdahutuan oleh Bawaslu , bahwa
didalam pertemuan antara Para Terdakwa dengan La Mili, SE atau
Camat Kambu tersebut bérada diruang tamu setelah La Taena / ketua
RT datang maka La Mili SE memperkenalkan kepada Para Terdakwa
bahwa La Taena sudah lama kenal dengan La Mili SE.
Bahwa saksi La Taena dalam BAP Penyidikan dibawah sumpah
Mmenerangkan : “ dapat’ saya jelaskan bahwa untuk stiker yang
diperlihatkan oleh pemeriksa yang saya kenali hanya 9 (Sembilan)
lembar Stiker Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
.. Rakyat Daerah Kota Ke'rwdari:;l'ahun 2019 Daerah pemilihan Kota
Kendari 4 Kaﬁbu-Baruga dan terdapat tulisan himbauan (Mohon
“Dukungannya, 17 April 2109 Coblos nomor 1 RIK| FAJAR, S.SIP., M Si

karena jenis Stiker tersebutlah yang diperlihatkan kepada saya pada
wif | '.',‘ R

{,+  saatpertemuan dirumah saudara MARGONO”;

Bahwa bukti surat foto copy/print out isi WA Riki Fajar dan Camat La
mili , Camat :menyampaikan daftar TPS | Trim untuk fajar Kel lalora, nilj
satukaliguys pertemuapn dgn tim sulkani , kemudian Fajar membalas
Trimakasih Pa camat ,Sukses - e
- Bahwa Surat Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor - 8/SG/KOTA
KENDARI /111/2019 Terhadap laporan yang ditangani Bawasly Kendari,
29 maret 2019 yang ditandatangani

Pemilu,Jaksa Pemilu (LAMPIRAN 5 );

Pengawas Pemilu, Penyiclik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangén saksi.surat.petunjuk
dalam fakta tersebut diatas maka disimpulkan unsur kedua : Mengikut sertakan
Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur dakwaan ke tiga
“yvang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam periimbanga'n unsur
ke satu,unsur kedua diatas dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi La Aca, pada saat tiba di rumah pak Margono, saksi
melihat para Terdakwa bersama dengan seorang Camat yang bernama
La Mili serta lelaki yang saksi tidak kenali berada dalam rumah Margono
kemudian séksi mengambil 2 (dua) stiker dan daftar namafnama pemilih
yang ada di atas meja yang diduga mllzk para Terdakwa :
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“he /
B
ahwa para terdakwa membenarkan saal berada di rumah Md[gO)m n/

S —

terjadi Penggerebegan oleh beberapa orang ; ===

B o
meka d erdasarkan uraian diatas diperkuat dengan uraian fakta unsur ke tiga
a disi
280 Simpulkan Para terdakwa sebagai pelaku dalam pasal pasal 493 jo. pasal
ayat
yat (2) huruf undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ;

Menim m m
enimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka
semua
. unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa yang

didas i
X arkan pasal 493 jo. pasal 280 ayat (2) huruf f undang-undang nomor 7 tahun
017. tentang pemilu telah terbukti menurut hukum :

Menimbang, bahwa tentang kontrz; :memori banding yang diajukan
Penasihat Hukum Para Terdakwa ,menurut Majélis Hakim Tinggi dalil kontra
memori banding tidak dapat melemahkan/membatalkan terbuktlnya para terdakwa
melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

'M_enilr_nbar'\g, ba_hwa perda‘z‘sar.kar}‘_F)_ertlmbangan tersebut diatas maha
. ~ putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Aprii 2019 nomor
TS ... 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus

T
.2 ( ],-H:dlbatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;
’ Ao M
SE g .
Menimbang, bahwa dalam fakta sidang tidak terdapat alasan penghapus
kesalahan dan para terdakwa terbukti melakukan pelanggaran maka Para
Terdawka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan

sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan pelanggaran maka Para Terdakwa dihukum untuk
» membayar biaya perkara ;

; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman secara adil maka
Maijelis Hakim Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan meringankan :
Yang memberatkan :

Para Terdakwa tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada

masyarakat ;

Yang meringankan :

para Terdakwa belum pernah dihukum
Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .
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Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat () Ko KU"“’/

Mengingat, pasal 493 jo. pasal 280 ayat (2) huruf f Undang;, bndan( ’

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundany -

undangan lain yang bersangkutan ;

\
4 AR |

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019
nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2 RIKI FAJAR
S.IP., M.SI, S.IP., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersaliih

melakukan tindak pidana secara bersama-sama “Setiap pelaksana dan

atau Tlm Kampanye Pemllu dalam keglatan kampanye Pemllu dllarang’ '

mengikut sertakan Aparatur Slpll Negara (ASN)" sebagalmand
tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) hurur f
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd dan
Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI dengan pidana kurungan masing-

masing selama 2 ( dua ) bulan dan denda masing-masing sebesar

- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 1 ( satu ) bulan Kurungan.

Menetapkan barang bukti berupa:
- 9 lembar stiker an. RIKI FAJAR S.IP., M.SI, S IP., MSi.
- 37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekan berdurasi
2 menit 50 detik

- 1 rangkap FC daftar calon tetap anggota DPRD Prov. Sultra No.
717/PL.01.4-PUIT4/Prov/IX/2018.

- 1 rangkap FC BA Np: 89/PL.01.4-BA/7471/KPU-Kota/IX/2018.

. 1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari Nomor: 3/%
Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah disahkan.

- 1 lembar foto copy daftar lampiran Il Keputusan Walikota Kendari No:
376 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang didalamnya terdapat
nama LAMILI, SE degan jabatan lama Lurah Lalolara menjadi Pj. Camat
Kambu Kota Kendari. '
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-1 lembar Foto Copy sural pernyataan pelantikan Y‘No_mor:'_,',

824.3/114072017 tanggal 02 maret 2017 yang dnanda:angan;;o'\w /
Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI,
SE, M.Si

- 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:

824.3/114112017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an.

Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI,

SE, M.Si

1 lembar Foto Copy surat pernyataan Melaksanakan tugas Nomor.

824.3/1142/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an.

Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI,

SE, M.Si.

1 rangkap daftar nama-nama Tim Kampanye dan pelaksana kampanye

pemilihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 yang mana dalam

daftar nama pada kolom Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 1

SULKHANI, S.Pd dan nomor urut 2 atas nama RIKI FAJAR S.IP., M.Sl di

tandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari an. JUMWAL SHALEH dan

- distempel.

S 1 rangkap foto copy nama pelaksana kampanye DPD PKS Peniilu
Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 dari Partai Keadilan
Sejahtera, yang mana dalam daftar nama tersebut Nomor urut 1
SULKHANI, S.Pd dan nomor Urut 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI yang
diajukan dan ditandatangani oleh RIKI FAJAR S.IP., M.SI selaku
sekretaris umum dan distempel serta disahkan oleh Sekretaris KPU Kota
Kendari dan ditandatangani oleh WASIL, S.P., ME.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

_ 1 unit HP merek OPPO berwarna putih dengan SIM card nomnior
081341596876 milik LA MILI, SE. Dikembalikan kepada saudara LA
MILI, SE.
4. Membebant Pers Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp 5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingi
Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh  kami
PURWADI, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, SAPAWI, S.H., M.H dan
VIKTOR pPAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si masing-masing sebagai para Hakim

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan
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Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Februari
2019, Nomor 47/PEN.PID.SUS/2019/ PT. SULTRA, untuk mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
Umum pada hari Raby tanggal 15 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh  Hakim - Hakim Anggota, serta HJ. ELSYE MANGINDAAN, S.H.,
M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umym maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd | ta
SAPAWI, S.H., M.H. " PURWADI, S.H. M.Hum.
.
VIKTOR PAKPAHAN, S.H. M Mg, = """ == =

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.H.

Kendari, 16 Mei 2019

Turunan sesuai dengan aslinya
PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara
" .'.‘.'.-.A",l]l e

‘l‘ WA L .
(‘\','.3 o)

S AW
RAHNAT LAGAN, S.H.. M.Hum.
€N1\d P19510420 1984171 1001
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